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DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

A. Daftar Pengertian/ Istilah

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber
daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Menurut Suwito, 2008 Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk
dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya

sebagai hutan tetap (UU 41 pasal 1).

Pengurusan hutan meliputi kegiatan penyelenggaraan (UU 41 pasal 10 ayat
2) yaitu perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan
pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan dan

pengawasan.

Perencanaan kehutanan meliputi (UU 41 pasal 12) kegiatan inventarisasi
hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan,
pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana

kehutanan.

Pengelolaan hutan meliputi kegiatan (UU 41 pasal 21) tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan
kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan serta

konservasi alam.

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,
memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan
kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil

untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Rencana Penyiapan Kelembagaan KPHL Unit XIl Dempo Kota Pagar Alam | -
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Penggunaan hutan adalah penggunaan untuk kepentingan pembangunan di

luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah wupaya untuk memulihkan,
mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya
dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga

kehidupan tetap terjaga.

Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali
lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal

sesuai dengan peruntukannya.

Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi
kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh
perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit,
serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan
perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat

yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pembentukan wilayah pengelolaan (UU 41 pasal 17) dilaksanakan untuk
tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan serta pada seluruh

kawasan hutan (konservasi, lindung dan produksi.

Wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi adalah seluruh hutan dalam
wilayah provinsi yang dapat dikelola secara lestari. Wilayah pengelolaan hutan
tingkat provinsi terbentuk dari himpunan wilayah-wilayah pengelolaan hutan
tingkat kabupaten/kota dan unit-unit pengelolaan hutan lintas kabupaten/kota

dalam provinsi.

Wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota adalah seluruh hutan
dalam wilayah kabupaten/kota yang dapat dikelola secara lestari. Wilayah
pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota terbentuk dari himpunan unit-unit

Rencana Penyiapan Kelembagaan KPHL Unit XIl Dempo Kota Pagar Alam | -



paﬂaf (titah dan ﬁ)yfafa/( Vv

pengelolaan hutan diwilayah kabupaten/kota dan hutan hak di wilayah
kabupaten kota. Wilayah pengelolaan hutan provinsi dan kabupaten/kota
merupakan wilayah pengurusan hutan di provinsi dan kabupaten/kota yang
mencakup kegiatan-kegiatan: perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan,
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan

kehutanan, serta pengawasan.

Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi
pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari,
antara lain KPHL, KPHK, KPHP, KPHKM, KPHA, dan KPDAS. Unit
pengelolaan hutan merupakan kesatuan pengelolaan terkecil pada hamparan
lahan hutan sebagai wadah kegiatan pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan yang terdiri dari KPHP, KPHL dan KPHK. Unit (KPHP,
KPHL, dan KPHK) adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil yang dapat
dikelola secara efisien dan lestari. Rencana Pengelolaan Unit (KPHP, KPHL
dan KPHK) adalah arah dan pedoman serta pilihan prioritas cara mencapai
tujuan. Institusi Pengelolaan Unit (KPHP, KPHL dan KPHK) adalah penentu
atas pilihan nilai yang menentukan kerja.

Pembangunan KPH adalah serangkaian proses untuk menghasilkan wujud riil
Unit Pengelolaan Hutan (KPH) di lapangan yang meliputi: pembentukan unit
(wilayah) KPH(PP 44/2004 Pasal 29 dan 30), Pembentukan institusi pengelola
KPH pada setiap unit (PP 44/2004 Pasal 32), dan penyusunan rencana
pengelolaan (PP 44/2004 Pasal 37).

Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang dikelola oleh KPH secara mandiri
atau bentuk kemitraan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak

ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya.

KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan
menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di tingkat tapak. Dalam
perkembangannya (Permenhut P.47 Jo.55/Menhut-11/2011) KPH model
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digunakan sebagai KPH yang ditetapkan Mentri Kehutanan untuk di fasilitasi

pembangunannya

Menurut Soffer Organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-
masing diberi peran tertentu dalam suatu system kerja dan pembagian yang
mana pekerjaan tersebut diperinci menjadi tugas-tugas yang dibagikan

kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil.

Organisasi mitra pemerintah, adalah organisasi non pemerintah yang
melakukan kegiatan yang bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan
kegiatanya.

Kelembagaan adalah suatu jaringan yang terdiri dari sejumlah orang dan
lembaga untuk tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki

struktur.

Lembaga adalah pelaku/wadah untuk menjalankan suatu atau lebih
kelembagaan. Lembaga memiliki struktur yang tegas dan diformalkan.
Lembaga menjalankan fungsi kelembagaan yang memiliki 4 komponen yaitu
komponen pelaku, komponen kepentingan, komponen norma dan aturan dan

komponen struktur.

Kelompok Tani Hutan adalah organisasi petani/pengelolaan hutan rakyat

yang berada di level dusun.

B. Daftar Singkatan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang
didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela
memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk

memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat) adalah suatu sistem
pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Pengelola hutan

dan Masyarakat Desa Hutan maupun dengan Pihak lain yang berkepentingan
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untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang

dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah
KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri atas kawasan

hutan lindung.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disebut KPHP adalah
KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan

hutan produksi.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi selanjutnya disebut KPHK adalah
KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan

hutan konservasi

Masyarakat setempat (Permenhut P.39 /Menhut-11/2013) adalah kesatuan
sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam
dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan
hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian
yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap

ekosistem hutan.

Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan
(Permenhut P.39 /Menhut-11/2013) adalah upaya untuk meningkatkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan
manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan

Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kemitraan Kehutanan (Permenhut P.39 /Menhut-11/2013) adalah kerjasama
antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau
Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau
Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian

akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
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Perjanjian Kemitraan Kehutanan (Permenhut P.39 /Menhut-11/2013) adalah
naskah yang berisi kesepakatan bersama antara Pemegang Izin Pemanfaatan
Hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan,
dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan masyarakat setempat dalam

penyelenggaraan Kemitraan Kehutanan.

Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat
IPHHBK (Permenhut P.39 /Menhut-11/2013) adalah izin untuk mengambil hasil
hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara
lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan,

untuk jangka waktu dan volume tertentu.
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PERATURAN TERKAIT
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

1. Undang-Undang

a.

Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur
permasalahan perencanaan kehutanan dalam hal permbentukan Wilayah
Pengelolaan Hutan dan pengelolaan hutan dalam hal tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan KPH.

2. Peraturan Pemerintah

a.

PP. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, yang mengatur
pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan prosedur pembentukan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan
Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

PP. 6 tahun 2007 jo. PP 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yang
mengatur konsep tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
termasuk pemanfaatan hutan, pembinaan dan pengendalian hutan terkait
dengan rencana pembangunan KPH.

PP 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara
pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota yang mengatur tentang pembentukan wilayah
pengelolaan hutan baik di daerah provinsi maupun daerah
kabupaten/kota, mengatur rencana pengelolaan jangka panjang (dua
puluh tahunan) unit kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) dan unit
pengelolaan hutan lindung (KPHL), rencana pengelolaan jangka menengah
(lima tahunan) unit KPHP dan KPHL, rencana pengelolaan jangka pendek
(tahunan) unit KPHP dan KPHL.

3. Peraturan Menteri

a.

Permenhut No.P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah
Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang mengatur tentang tata cara
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pembentukan wilayah KPH mulai dari usulan penetapan, prosedur dan
penetapan KPH yang melibatkan para pihak terkait seperti Pemerintah
Daerah Kabupaten, Provinsi, Dinas Kehutanan, Balai dan Kementrian
Kehutanan.

. Permenhut No.P.6/Menhut-1I/2010 tentang norma, standar, prosedur dan
kriteria pengelolaan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan lindung
(KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang mengatur
tugas dan fungsi KPHL dan KPHP, tata hutan, rencana pengelolaan hutan,
rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan, dan pembinaan,
pengendalian dan pengawasan hutan.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman
organisasi dan tata kerja kesatuan pengelolaan hutan lindung dan
kesatuan pengelolaan hutan produksi di daerah yang mengatur tentang
pembentukan, kedudukan tugas dan fungsi KPHP dan KPHL daerah
provinsi, daerah kabupaten/kota. Mengatur organisasi KPHL dan KPHP
provinsi, kabupaten/kota terdiri dari tipe A dan B yang di tetapkan
berdasarkan norma, standar, proosedur dan kriteria yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengatur
kepegawaian dan eselon, tata kerja pegawai KPHL dan KPHP provinsi,
kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar unit di dalam KPHL dan
KPHP dengan dinas yang menangani urusan kehutanan daerah maupun
organisasi perangkat daerah dan instansi lain yang terkait,, mengatur
pembinaan yang dilakukan oleh menteri dalam negeri dan menteri
kehutanan, mengatur pembiayaan untuk mendukung kegiatan KPHL dan
KPHP di Provinsi dan Kabupaten/kota dibebankan kepada APBD.

. Permenhut No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar kompetensi bidang
teknis kehutanan pada kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan
pengelolaan hutan produksi yang mengatur KPHP dan KPHL dikelola oleh
pegawai yang memiliki kompetensi teknis dibidang kehutanan, pemberian
sertifikasi kompetensi jabatan (struktural atau fungsional) dilakukan
melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, menteri
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai KPHL dan
KPHP.

. Permenhut No.39/Menhut 1I/2013, tentang Pemberdayaan masyarakat
Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Tujuan Pemberdayaan
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masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah terwujudnya
masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat secara langsung,
melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam
mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat
berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri,
bertanggung jawab dan profesional.

f. Permenhut No.47/Menhut 1I/2013, tentang Pedoman, Kriteria dan Standar
Pemanfaatan Hutan Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Kepala KPH
mengidentifikasi, mendeliniasi, memetakan, dan merancang wilayah
tertentu serta mengintegrasikannya dalam proses pelaksanaan tata hutan
dan menyusun Rencana Pengelolaan Hutan serta mengusulkan dan
mempublikasikannya.

4. Peraturan Direktur Jenderal

a. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor. P.5/VII-
WP3H/2012 tentang petunjuk teknis tata hutan dan penyusunan rencana
pengelolaan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang mengatur tentang
petunjuk tata hutan (inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak,
penataan batas blok dan petak, pemetaan), mengatur penyusunan
rencana pengelolaan hutan (rencana pengelolaan hutan jangka panjang,
rencana pengelolaan hutan jangka pendek) dan pengendalian dan
evaluasi.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat
terutama masyarakat desa di sekitar kawasan hutan serta sekaligus mengakomodir
tuntutan dan kepentingan pemerintah daerah, telah dikeluarkan suatu kebijakan
strategis pembentukan KPH oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah,
Permenhut, Permendagri dan Perdirjend. Hal mendasar yang diharapkan dari
pembentukan KPH tersebut adalah meningkatkan efektivitas pembangunan
kehutanan dalam upaya pencapaian pengelolaan hutan lestari sehingga dapat
mengurangi laju degradasi dan deforestasi hutan, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat lokal, penyediaan hasil hutan yang stabil, dan berkembangnya
tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan. Dalam rangka efektivitas
penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di daerah provinsi dan
kabupaten/kota dibentuk KPHL dan KPHP yang merupakan satuan kerja perangkat
daerah.

KPH Lindung unit XII Dempo Kota Pagar Alam merupakan salah satu KPHL yang
ditetapkan melalui SK.76/Menhut-I1I/2010 tanggal 10 Februari 2010 yang secara
keseluruhan berada pada status fungsi Hutan Lindung dengan luas 24.618 ha. Rencana
strukturisasi institusi/kelembagaan KPHL Unit XII Dempo disusun dalam rangka untuk
mengarahkan dan mempercepat terbentuknya institusi/kelembagaan KPHL Unit XII
Dempo Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan yang dapat memberi jaminan
mampu untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan pengelolaan serta
pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien. Rencana strukturisasi
institusi/kelembagaan KPHL Unit XII Dempo berisi asas-asas pengorganisasian,
kelembagaan pemerintah, seperti: pembagian tugas, fungsionalisasi, koordinasi,
kesinambungan, keluwesan, pendelegasian wewenang, rentang kendali jalur dan staf
serta kejelasan arah pembangunan.

Secara administrasi wilayah KPHL Unit XII Dempo berada di Kota Pagar Alam
dalam 5 Kecamatan yaitu Dempo Selatan, Dempo Utara, Dempo Tengah, Pagar Alam
Utara, dan Pagar Alam Selatan. Pengelolaan pemanfaatan hutan yang ada adalah
kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan sebagai Hutan Lindung, dengan sistim
zonasi yaitu zona inti, zona pemanfaatan dan zona khusus.

Dibangunnya sistem pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dengan membentuk
lembaga pengelolaan sebagai institusi pada tingkat tapak dan wilayah kelompok
kawasan akan memfokuskan pengelolaan dalam tahap aksi melalui kelembagaan yang
mempunyai struktur dan organisasi secara lengkap dan dapat lebih mengkontrol
kinerja unit kelestarian sumberdaya hutan. Dengan adanya KPH diharapkan strategi
dalam perencanaan pemantapan kawasan hutan dapat terealisasi melalui perbaikan
tata kelola, melakukan penertiban dalam hal administrasi dan pengelolaan serta dapat
melakukan penyelesaian dari beberapa konflik yang muncul. Otorisasi KPH bisa dengan
cepat dan akurat dalam menentukan kebijakan operasional pengelolaan.

Selain itu pengelolaan hutan lindung melalui pembentukan KPHL diharapkan
dapat melaksanakan pemanfaatan dan perlindungan kawasan hutan yang lebih
mengarah pada pengelolaan dinamis yaitu mengakomodir potensi dan kearifan lokal
serta sumberdaya lokal. Solusi yang dimungkinkan bisa terhindari jika adanya KPH
dalam hal perencanaan hutan, Perencanaan Pengelolaan Hutan, Perlindungan,
Pemanfaatan dan Rehabilitasi Hutan.

Berdasarkan pertimbangan data fisik, adminsitrasi dan aksesibilitas, = bentuk
KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar Alam diusulkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas
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(UPTD) dengan bentuk organisasi Tipe B, yang memiliki susunan kepegawaian terdiri
dari Kepala KPH, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok jabatan fungsional. Agar
pengelolaan dapat berjalan lebih efisien dan efektif dibentuk tiga resort, yang dari
masing-masing resort memiliki staf, sehingga jumlah sumberdaya manusia yang
dibutuhkan mencakup jabatan struktural, fungsional dan staf.

Dalam serangkaian pengelolaan hutan termasuk didalamnya evaluasi/penilaian
kinerja yang merupakan usaha untuk menilai kemajuan/ progres kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan KPHL Unit XII Dempo untuk mencapai tujuan pengelolaan. Sesuai
dengan tugas dan kewenangannya, evaluasi ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat
(Kementrian Kehutanan), Pemerintah Provinsi (Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera
Selatan) dan Pemerintah Kota (Dinas Kehutanan dan perkebunan Kota Pagar Alam).
Mekanisme evaluasi dapat berupa pengendalian, pengawasan, pemantauan dan
penertiban pengelolaan KPH.
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KATA PENGANTAR

Buku rencana penyiapan kelambagaan Kesatauan Pengelolaan
Hutan Lindung (KPHL) Unit XII Dempo Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera
Selatan ini disusun dengan mengacu pada prinsip penyelenggaraan
pembangunan kehutanan yang berazaskan manfaat dan lestari,
kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan
termasuk azas-azas kelembagaan dalam sistem pemerintahan yang
berlaku.

Dalam proses pembangunan KPH memerlukan suatu kelembagaan
yang efektif dan efisien yang mampu mengawal tahapan perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dari visi, misi, strategi dan
program serta sasaran dari berbagai rencana dan kegiatan. Bentuk dan
struktur organisasi KPH, dalam hal ini memperhatikan analisis kerangka
kerja logik, peran para pihak (stakeholders) serta memperhatikan
masukan dari berbagai pihak terkait lingkup Kota Pagar Alam.

Buku penyiapan kelembagaan ini merupakan usulan rencana
bentuk dan struktur organisasi KPHL Unit XII Dempo, diharapkan dapat
membantu proses percepatan terbentuknya kelembagaan KPHL Unit XII
Dempo. Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada segenap
instansi/pihak terutama tim penyusun yang telah terlibat aktif sejak awal
hingga terselesaikannya dokumen penyiapan kelembagaan ini, dan

semoga dokumen ini dapat bermanfaat.

Palembang, Desember 2013

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumaterg Selatan

Madya /IVd
NIP 195710061889031003
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1.1.

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari maka seluruh kawasan
hutan terbagi ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH menjadi
bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi dan
kabupaten/kota. Kebijakan strategis dari pemerintah pusat, diantaranya
adalah PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, kemudian disempurnakan di
dalam PP No. 3 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Kehutanan No.
6/Menhut-11/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan
Hutan. Dalam PP dan Permenhut tersebut dijelaskan mengenai Kesatuan
Pemangkuan Hutan (KPH), adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi
pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Keberadaan KPH menjadi semakin kuat dengan dikeluarkannya
Permendagri No. 61/2010 yang mengamanatkan bentuk organisi KPH sebagai
salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, ditetapkan dengan Peraturan
Daerah, dan bertanggung jawab kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota
melalui Sekretaris Daerah. Selain itu pemerintah pusat sudah mengeluarkan
peraturan yang terkait dengan pelaksanaan teknis antara lain: Permenhut
No.6 tahun 2010 tentang Norma, Standar dan Prosedur (NSPK) dan kriteria
pengelolaan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); Permenhut No.41 tahun 2011
tentang standarisasi fasilitas sarana dan prasarana KPHL dan KPHP model,
yang kemudian disempurnakan melalui Permenhut No.54 tahun 2011; dan
Permenhut No. 42 tahun 2011 tentang standar kompetensi bidang teknis
kehutanan pada KPHL dan KPHP. Dari 10 unit KPHL yang ditetapkan

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.
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SK.76/Menhut-11/2010 tanggal 10 Pebruari 2010, salah satunya adalah KPHL

Unit XII Dempo yang secara administrasi berada di Kota Pagar Alam.
1.2. Identifikasi Permasalahan

Merujuk pada realisasi kondisi hutan dan kehutanan secara umum saat
ini, maka dirumuskan beberapa permasalahan pokok terkait dengan
pengurusan hutan dalam menghantarkan pembentukan KPH sebagai pengelola

hutan di tingkat tapak sebagai berikut :
a. Permasalahan Umum

1. Kebijakan terhadap pengelolaan hutan dan sumberdaya hutan selama ini
lebih menitik beratkan pada faktor ekonomi dan lemahnya sistem kontrol
dan perlindungan hutan sehingga multi problematika muncul secara
sistematis, padahal hutan merupakan sumberdaya alam yang

terintegrasi dengan sistem lingkungan serta tatanan sosial.

2. Masih lemahnya kepastian hak atas kawasan hutan yang menyebabkan
konflik pemanfaatan lahan antara pemerintah, perusahaan dan
masyarakat. Banyak terdapat konflik berupa tumpang tindih klaim hutan
negara dengan klaim masyarakat adat ataupun masyarakat lokal lainnya,
terdapat pengembangan desa/pemukiman, serta terdapatnya izin sektor

lain yang dalam praktiknya terletak dalam kawasan hutan.

3. Lemahnya kelembagaan pengembangan kehutanan, terutama belum
terdapat lembaga pengelolaan di tingkat tapak yang dapat menangani
segala permasalahan yang ada di lapangan, termasuk pengamanan

investasi lahan hutan dan sumberdaya hutan.

4. Kelembagaan pengelolaan hutan selama ini tidak mempunyai kepastian
hukum dalam tatanan operasional pengelolaan sampai ke-tingkat tapak
yang dapat diimplementasikan untuk memenuhi azas kelestarian dan

keberlangsungan manfaat serta sistem ekologi kawasan.
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5. Pengelolaan hutan yang dikembangkan oleh pemegang izin menciptakan
kondisi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah tidak memiliki
informasi secara transparan dan akurat atas potensi sumberdaya,
mekanisme kontrol dan dasar penetapan alokasi pemanfaatan hutan

secara memadai.

6. Belum tersedianya penataan batas yang jelas dan diakui semua pihak

yang berkepentingan dari berbagai fungsi hutan.

7. Pola pengamanan hutan saat ini hanya mengandalkan pada strategi
pengamanan represif dengan model patroli gabungan, disebabkan
karena tidak terdapatnya struktur organisasi dari pengelola hutan (7orest

management unit) di tingkat tapak.

8. Kawasan hutan yang luas dan aksesibilitas yang sulit, sehingga
organisasi Dinas Kehutanan saat ini tidak memiliki kemampuan secara
efektif untuk mengantisipasi dinamika sosial di sekitar hutan, mengingat

jumlah dan kapasitas personil yang tersedia sangat terbatas

9. Berbagai sumberdaya hutan yang dimiliki belum optimal dimanfaatkan

bagi kepentingan masyarakat dan daerah.

10.0Organisasi Dinas Kehutanan tidak berfungsi sebagai organisasi pengelola
hutan di tingkat tapak.

11.Peran dan fungsi Dinas Kehutanan lebih pada pelaksanaan rehabilitasi

dan pengamanan hutan serta pelayanan.

b. Permasalahan Khusus di HL Dempo

1. Mencapai 25% dari seluruh luasan hutan lindung telah dirambah dan
beralih fungsi.

2. Adanya tumpang tindih lahan antara HL Dempo (Dinas Kehutanan)
dengan perkebunan teh PT. PN VII seluas 610 ha.
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3. Adanya perambahan (Pengusahaan hutan) oleh masyarakat yang
diusahakan sebagai tanaman kopi dan sayuran seluas 480 ha di wilayah
Bukit Dingin dan di bukit Jambul belum terdata (lebih banyak)

4. Tidak adanya pengakuan dari masyarakat mengenai tata batas yang
dilakukan tahun 1997 dan pemeliharaan tata batas tahun 2010.

5. Kekurangan SDM, terutama polhut (tidak terdapat polhut)

6. Banyaknya lahan kritis diluar kawasan hutan mencapai 2.774,5 ha,

sehingga beban hutan lindung sebagai penyangga menjadi lebih berat.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4.

1.5.

Maksud dari penyusunan dokumen rencana penyiapan kelembagaan ini
adalah untuk mengetahui kondisi hutan dan kehutanan di KPH Lindung unit XII
Dempo, mengkaji bentuk kelembagaan KPH yang sesuai dengan kondisi dan
situasi yang ada, serta mengarahkan dan menyiapkan strategi terbentuknya
institusi/kelembagaan KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar Alam yang dapat
memberi jaminan hingga mampu untuk melaksanakan fungsi perencanaan,
pelaksanaan pengelolaan serta pengawasan dan pengendalian yang efektif dan
efisien. Adapun tujuan dari penyajian dokumen perencanaan ini adalah
sebagai bahan masukan dalam proses pengorganisasian pembangunan KPH
dan pembentukan institusi/kelembagaan KPHL Unit XII Dempo.

Sasaran
Sasaran kajian ini yaitu terbentuknya struktur organisasi yang mampu
mengakomodir berbagai fungsi KPH melalui pemantapan prakondisi

pengelolaan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan rencana penyiapan kelembagaan KPHL Unit XII
Dempo Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan meliputi gambaran kondisi
umum lokasi yang mencakup informasi letak dan luas, aksesibilitas, informasi

sejarah kawasan, informasi data-data klimatis, edafik, topografi dan hidrologis,
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data pemanfaatan dan penggunaan wilayah hutan, potensi sumber daya hutan
serta gambaran kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Dalam
menentukan arah pengelolaan dikaji terlebih dahulu potensi kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki yang kemudian dapat tertuang menjadi visi dan misi
pengelolaan. Selain itu juga memuat strategi dan implementasi kelembagaan,
rumusan kelembagaan serta evaluasi kinerja kelembagaan. Dalam
penyusunannya mengacu pada petunjuk pelaksanaan penyiapan kelembagaan
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang disusun oleh Direktorat Wilayah
Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Dirjen Planologi
Kehutanan  Kementerian  Kehutanan yang mengedepankan  prinsip
penyelenggaraan pembangunan kehutanan yang berazaskan manfaat dan
lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan

termasuk azas-azas kelembagaan dalam sistem pemerintahan yang berlaku.
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GAMBARAN UMUM KPHL UNIT XII DEMPO

2.1 Risalah Wilayah

2.1.1 Letak

Berdasarkan Keputusan Menteri

BAB II

Kehutanan Republik Indonesia No.

SK.76/Menhut-1I/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang penetapan wilayah
KPHP dan KPHL, Salah satunya adalah KPHL Unit XII Dempo yang secara
geografis terletak pada 04° 04 — 04° 15 LS dan 103° 15 — 103° 22’ BT, peta
letak lokasi KPHL Unit XII Dempo disajikan pada.

KPHL Unit XII Dempo secara administratif berada dalam lima kecamatan

yakni Kecamatan Dempo Selatan, Dempo Utara, Dempo Tengah, Pagar Alam

Utara dan Kecamatan Pagar Alam Selatan. Kelurahan-kelurahan yang berada di

tiap-tiap Kecamatan tersebut dapat dilihat pada (Tabel 2.1).

Tabel 2.1. Daftar Kelurahan yang Ada Di Kecamatan Wilayah KPHL Dempo

No Kecamatan Kelurahan Luas (km?)

1 | Dempo Selatan 217,95
1. Penjalang 47,29
2. Lubuk Buntak 34,40
3. Perahu Dipo 38,50
4. Kance Diwe 59,51
5. Atung Bungsu 57,25

2 | Dempo Utara 123,98
1. Burung Dinang 17,00
2. Muara Siban 12,80
3. Reba Tinggi 16,78
4. Jangkar Mas 11,60
5. Pagar Wangi 17,55
6. Bumi Agung 12,50
7. Agung Lawangan 35,75

3 | Dempo Tengah 173,09

1. Candi Java 48,03
2. Jokoh 46,04
3. Pelang Kenidai 28,02
4. Padang Temu 25,00
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No Kecamatan Kelurahan Luas (km?)
5. Karang Dalo 26,00

4 | Pagar Alam Utara 54,55
1. Dempo Makmur 7,43
2. Bangun Rejo 7,20
3. Curup Jare 7,80
4. Pagar Alam 3,40
5. Sukorejo 4,00
6. Bangun Jaya 2,69
7. Beringin Jaya 4,40
8. Alun Dua 5,50
9. Kuripan Babas 6,05
10. Selibar 6,08

5 | Pagar Alam Selatan 82,02
1. Tanjung Agung 8,88
2. Ulu Rurah 11,19
3. Tumbak Ulas 7,51
4, Besemah Serasah 0,73
5. Tebat Giri Indah 1,25
6. Sidorejo 0,59
7. Nendagung 10,05
8. Gunung Dempo 23

Sumber : Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kecamatan Dempo Tengah dalam Angka 2011,
Kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Dempo Utara, dan Kecamatan Dempo
Selatan dalam angka 2012

Berdasarkan data Tabel 2.1 menunjukkan bahwa Kecamatan Dempo
Selatan dan Dempo Tengah memiliki wilayah relatif lebih luas dibanding tiga
kecamatan lainnya. Kondisi ini menjadi salah satu potensi yang perlu dikelola
secara antisipatif, antara lain misalnya melalui perencanaan dalam pemanfaatan
sumberdaya alam atau pemanfaatan dan penataan alih fungsi lahan secara
terkendali. Sedangkan untuk tiga Kecamatan lainnya, Dempo Utara, Pagar Alam
Utara dan Pagar Alam Selatan yang relatif memiliki luas wilayah relatif lebih
kecil, cenderung memerlukan pola kelola rehabilitasi, antara lain misalnya
melalui tindakan persuasif kepada stakeholder khususnya masyarakat untuk
menerapkan bentuk pemulihan lahan, tanah dan air yang telah dimanfaatkan,
mengolah lahan (tanah) agar lebih produktif, meregenerasi fungsi lahan secara

berkelanjutan dan ramah lingkungan.
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Terkait dengan keberadaan KPHL Dempo yang secara administrasi berada
dalam lima wilayah kecamatan dengan luasan yang berbeda, diharapkan pola
kelola dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan ruang/lahan baik secara
antisipatif dan rehabilitasi terintegrasi dengan pola pengelolaan (KPHL) Dempo.
Akar permasalahan timbulnya degradasi lahan dan kawasan Daerah Aliran
Sungai yang umum dijumpai adalah banyaknya penduduk (petani) yang
terkonsentrasi di daerah hulu dengan luasan area garapan relatif sempit.
Penduduk yang sebagian besar petani denga pemilikan tanah sempit dan tanpa
alternatif pekerjaan yang memadai sering melakukan penggarapan tanah
pertanian tanah mereka tanpa mengindahkan kaidah konservasi tanah dan air.
Dengan adanya permasalahan tekanan penduduk terhadap lahan hutan dan
pertanian, maka untuk suatu pola pengelolaan yang optimal diperlukan bentuk
pendekatan pengelolaan dengan menekankan pada usaha identifikasi dan
kuantifikasi efek aktivitas pengelolaan DAS di daerah hulu. Untuk memperoleh
hasil pengelolaan lahan yang optimal, diperlukan suatu pedoman untuk
memperbaiki atau mengembangkan prosedur bagi perencanaan, implementasi,

pemantauan dan evaluasi program pengelolaan lahan.

2.1.2 Luas

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
No.SK.76/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang penetapan wilayah
KPHP dan KPHL, luas hutan Lindung Kota Pagar Alam adalah 24.618 ha yang
selanjutnya akan menjadi KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar Alam. Luasan hutan
lindung tersebut mencapai 38,67% dari luasan kota Pagar Alam yang terdiri dari
2.143,88 ha termasuk dalam kelompok Hutan Lindung Bukit Dingin dan
22.474,12 ha termasuk di kelompok hutan Bukit Jambul.
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2.1.3 Aksesibilitas

Perjalanan menuju wilayah KPHL Unit XII Dempo umumnya memiliki
aksesibilitas rendah artinya hanya dapat ditempuh dengan satu cara yaitu jalan
darat. Rendahnya aksesibilitas ini, disatu sisi menjadi kendala dalam proses
pemantauan, monitoring dan evaluasi. Namun kondisi ini dapat dieliminir
melalui penguatan aspek sumberdaya manusia baik skill maupun management
SDM di wilayah pengelolaan KPHL Unit XII Dempo dan penguatan dalam
pelibatan aspek partisipatif masyarakat.

Lebih jauh lagi, peran Pemerintah Daerah dan peran swasta (misalnya
kehadiran PTPN dan Perusahaan Pembangkit Energi) dapat dilibatkan melalui
program CSR dengan membangun akses jalan ke kawasan. Kontribusi dan
kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas ke kawasan KPHL
Unit XII Dempo. Pembangunan jalan tersebut hendaknya dilakukan secara
terkendali, karena jika tidak terkendali justru akan mendatangkan dampak
turunan yang lebih besar lagi berupa longsor akibat beban tanah dan aktivitas

manusia dilahan yang terbuka aksesnya.
2.1.4 Tofografi

Timbulan (relief) di wilayah KPH Lindung Unit XII Dempo dicirikan atas
dasar lereng dan altitude (ketinggian tempat dari permukaan laut). Berdasarkan
pete kelas lereng yang bersumber dari BPKH Wilayah II Palembang, wilaayah
KPHL Unit XII Dempo termasuk di tiga kelas lereng yakni kelas lereng 3,4 dan 5
yang memberikan nilai agak curam, curam dan sangat curam. Lebih terperinci
data tersebut dapat dilihat pada (Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Daftar Kelas Lereng Wilayah KPHL unit XII Dempo

No | Kualitas Lereng | Tingkat Kemiringan | Kelas Lereng | Persentasi Luas (%)
1 | Agak curam 15-25 3 31,48
2 | Curam 25-40 4 14,78
3 | Sangan Curam 240 5 53,75

Sumber : BPKH wilayah II Palembang, 2013
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Berdasarkan tabel 2.2. KPHL unit XII Dempo Kota Pagar Alam termasuk
pada kelas lereng 3, 4, dan 5 dengan kemiringan 15 >40% yaitu Agak Curam
sampai dengan Sangat Curam dan memiliki ketinggian tempat > 750 m dpl.
Secara spasial, Jenis kelerengan KPHL Unit XII Dempo dapat dilihat pada Peta
kelas lereng wilayah KPHL Unit XII Dempo yang disajikan pada (Gambar 2.1)

Berdasarkan identifikasi kelas lereng tersebut terlihat bahwa wilayah KPHL
Unit XII Dempo didominasi oleh tipe kelas lereng sangat curam mencapai
53,75% dari luas keseluruhan lahan. Kondisi kawasan dengan kondisi klerengan
sangat curam ini memerlukan tindakan pengelolaan antisipatif, utamanya lebih
diarahkan pada pola konservasi ekosistem dan lahan. Pengelolaan dan
pemanfaatan yang tidak tepat pada lahan dengan tipe kelerengan sangat curam

akan memicu terjadinya degradasi kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu.

Diperlukan waktu yang relatif lebih lama dan implementasi pola
rehabilitasi yang sangat serius jika terjadi degradasi lahan dan deforestasi hutan
pada wilayah yang memiliki kelerengan sangat curam. Masa recovery lahan
(ekosistem hutan) pun sangat tergantung pada dinamika faktor iklim dan
intervensi manusia, dalam hal ini keterlibatan partisipasi masyarakat di sekitar

hutan kawasan KPHL Dempo.

Dampak langsung dari pemanfaatan SDA dan pengelolaan lahan yang
kurang tepat pada tanah yang memiliki tipe kelerengan curam dan sangat curam
(kelas 4 dan 5) adalah terjadinya longsor. Menelaah tanah longsor yang terjadi
di daerah hulu DAS di beberapa wilayah di Indonesi, dengan mengacu pada
TDMRC (2010), dapat dibedakan beberapa tipe, yaitu: (1) longsoran translasi,
(2) longsoran rotasi, (3) pergerakan blok, (4) runtuhan batu; (5) rayapan tanah,
dan (6) aliran bahan rombakan. Untuk kawasan Pagar Alam memiliki tipe
longsor rayapan tanah dan aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor yang
bergerak lambat, sulit dikenali dan dalam waktu relatif lama disebut rayapan

tanah. Sedangkan tipe aliran rombakan adalah jenis tanah longsor dimana
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massa tanah bergerak hingga ratusan/ribuan meter karena terdorong oleh air,
dengan kecepatan tergantung pada kemiringan lahan, tekanan air dan jenis

mineral longsorannya.

Jika dikaji lebih jauh penyebab terjadinya tanah longsor selain faktor
topografi kelerengan tanah yang curam ada beberapa faktor lain yang turut
mendukung penyebab terjadinya tanah longsor, yaitu: tingginya intensitas
hujan, hutan yan terdegraadasi, pengikisan erosi tanah (erosi alur/erosi parit),
adanya tanah liat/lempung yang tebal di lereng curam sebagai lapisan kedap air
atau sebagai massa tanah yang rentan terhadap pergerakan tanah, batuan yang
materialnya kurang kuat, tata guna tanah yan labil (perladangan, persawahan
dll), gerakan tanah/gempa bumi dan adanya bebab tambahan berupa bangunan,

jalan, atau kendaraan pada hamparan lahan/jalan yang mempercepat longsor.

2.1.5 Iklim

Berdasarkan peta iklim yang bersumber dari BPKH wilayah II Palembang
(2013) tipe iklim di Sumatera Selatan pada umumnya termasuk wilayah KPH
Lindung unit XII Dempo termasuk ke dalam daerah yang beriklim tropis, beriklim
B (Gambar 2.2). Pernyataan iklim tropis ini digambarkan oleh beberapa ahli
dengan berbagai istilah:

v' Termasuk iklim Afa (iklim hujan tropis), menurut Koppen.

v" Termasuk iklim A (daerah sangat basah), menurut Schmidt-Ferguson 1950.

v' Termasuk iklim B1 (daerah dengan 7 sampai 9 bulan basah dan dua bulan
kering), menurut Oldeman, et all. (1979).

Beberapa komponen iklim yang perlu dikaji terkait dengan pemaparan
kondisi wilayah, meliputi komponen: suhu, kelembaban, curah hujan dan angin,
dengan uraian sebagai berikut.

a. Suhu.
Suhu udara minimum sekitar kawasan adalah 19°C sedangkan suhu

maksimum adalah 30°C (Kota Pagar Alam dalam Angka, 2011).
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b. Kelembaban
Kelembaban udara di wilayah studi rata-rata tahunan berkisar 82%,
sedangkan tertinggi terjadi pada bulan Februari, yaitu sekitar 87% dan
terendah terjadi pada bulan Agustus, yaitu 78% (DisHub Kom Info Kota Pagar
Alam, 2013).

¢. Curah Hujan
Rata-rata curah hujan mencapai 2.564 mm/tahun atau sekitar 213 mm per
bulan. Curah hujan tertinggi pada Bulan Desember, yaitu 371,4 mm
sedangkan terendah pada bulan Agustus yaitu 99,8 mm. Rentang curah hujan
1.664-3.603 mm/tahun. Rerata curah hujan bulanan 138-300 mm/bulan.
Rata-rata jumlah hari hujan dalam setahun mencapai 184 hari atau sekitar 15
hari setiap bulan. Rerata hari hujan bulanan 15 hari dengan hujan maksimum
selama 20-29 hari dan hari hujan minimum sebesar 0-14 hari. Data hari hujan
tahunan menunjukkan bahwa rentang hari hujan adalah 126-244 hari/tahun
(sumber: DisHubKomInfo Kota Pagar Alam, 2013).

d. Angin
Pola angin memperlihatkan pola musiman yang jelas seprti halnya wilayah
lain di Ndonesia. Antara bulan Juni-November angin bertiup dari arah Selatan-
Timur dengan arah dominan Tenggara. Sebaliknya natara April-Juni angin
bertiup dari arah Utara-Barat dengan arah dominan Barat Laut. Bulan Mei dan
Desember merupakan periode peralihan dengan angin cenderung bertiup dari
berbagai arah. Pola angin ini sesuai dengan pola umum angin Indonesia Barat
yang pada musim hujan bertiup angin Barat atau Barat Laut dan pada musim
kemarau bertiup angin Timur atau Tenggara. Arah angin dominan di wilayah
Sumatera Selatan, termasuk Kota Pagar Alam berkisar anatar 0,8km/jam-
1,3km/jam. Kecepatan angin rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni dan
Juli sedangkan kecepatan rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Desember
(Sumber: Stasiun Klimatologi Kenten, Palembang 2008 da/arm DisHubKomInfo
Kota Pagar Alam, 2013)
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Gambar 2.1 Peta Kelas lereng
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Gambar 2.2 Peta Iklim
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2.1.6 Geologi dan Jenis Tanah

Satuan batuan ini sangat menentukan ketersediaan air baku terutama air
tanah, karena keberadaan air tanah maupun air permukaan di tentukan oleh
sifat batuan antara lain porositas, permeabilitas, arah pelapisan batuan,
komposisi mineral, stratigrafi dan topografi. Berdasarkan Peta Geologi yang
didapat dari BPKH Wiayah II (2013) Wilayah KPHLUnit XII Dempo terdiri dari
jenis batuan geologi yang mendominasi bahan Tuf, breksi dan lava, riolit, dasit
dan, andesit sampai bas. Jenis Geologi KPHL Unit XII Dempo dapat dilihat pada
Peta Geologi Wilayah KPHL Unit XII Dempo yang tersaji pada (Gambar 2.3).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2011, 2012) Jenis tanah yang
mendominasi adalah Andosol coklat & Regosol, Latcock Regcokuningan, Litosol
& Latosol Coklak kuningan, Podmerkun & podcokun, dan Podosolik MK dan
Podsolik. Secara spasial, Jenis tanah KPHL Unit XII Dempo dapat dilihat pada
Peta Tanah Wilayah KPHL Unit XII Dempo disajikan pada Gambar 2.4.

Karakteristik dari masing-masing jenis tanah tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Andosol
Tanah ini biasanya terdapat pada lahan yang bergelombang, konsistensi
gembur, permeabilitas baik, dan suhu rendah sehingga mengakibatkan proses
pelapukan terhambat. Tingkat kesuburan sedang sampai rendah,
ketersediaan unsur hara rendah.

2. Podsolik
Tanah-tanah ini berasal dari tuff masam atau endapan tertier dan akan lebih
berkembang karena dipacu oleh curah hujan dan temperatur tanah yang
tinggi sehingga proses hancuran iklim menjadi lebih cepat. Daerah yang
memiliki jenis tanah podsolik biasanya memiliki topografi berombak sampai
rata. Tanah-tanah podsolik bertekstur pasir dengan pasir kuarsa. Tanah

Podsolik ~ (Merah Kuning—Coklat ~ Kekuningan)  setaradenganAcrisol
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(FAO/Unesco) atauUltisol (USDA). Tanah ini dicirikan oleh: (1) adanya
horizon B-argilik yang berkejenuhan-basa kurang dari 50% (NH4OAC)
sekurang-kurangnya pada beberapabagian horizon B di dalam penampang
125 cm dari permukaan, dan (2) tanpa horizon albik (horizon eluvial berwarna
pucat) yang berbatasan langsung dengan horizon argilik atau fragipan (padas
gembur). Horizon argilik (argillic=liat putih) adalah horizon iluvial (akumulasi)
dengan penimbunan liat silikat berlempeng lapisan yang berbeda nyata jika

dibanding horizon eluviasi (tercuci) di atasnya, sebagian besar hingga>20%.

Menurut Dudal dan Soepraptohardjo (1957), tanah Podsolik Merah Kuning
merupakan tanah yang secara fisis dicirikan: (1) sangat tercuci, (2) lapisan
atas berwarna abu-abu muda — kekuningan dan lapisan bawah merah atau
kuning, (3) terjadi akumulasi liat sehingga bertekstur relatif berat, dan (4)
berstruktur gumpal, berpermeabilitas dan berstabilitas agregat rendah; (5)
horizon eluviasi tidak selalu jelas dan berbahan-induk yang kadang kala
berkaratan kuning, merah atau abu-abu; (6) berbahan-induk batuanendapan
bersilika, napal, batu pasir dan batu liat; (7) dijumpai pada ketinggian 50 —
250 m dpl beriklim tropika basah dengan curah hujan 2.500-3.500
mm/tahun; sedangkan secara biologis dan kimiawi ditandai dengan berbahan-
organik, kejenuhan basa dan pH (4,2 — 4,8) rendah.

Litosol

Jenis tanah ini berkembang dari batuan induk batu pasir breksi dan batuan
diorit terdapat pada satuan bentuk lahan perbukitan. Sipat fisik laptosol yaitu
solum tanah sedang-dalam, tekstur geluh berlempung, struktur gumpal,
konsistensi dalam keadaan lembab teguh, dan dalam keadaan basah lekat,
permeabilitas agak lambat, warna cokelat sampai cokelat kemerahan.

. Regosol

Persebaran tanah jenis ini terletak pada punggungan-punggungan daerah

antar sungai. Di lapangan tanah ini biasanya ditempati sebagai daerah
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pemukiman, dikarenakan mempunyai sipat drainase yang baik, permeabilitas
cepat dan stabil.

Menelaah dominansi jenis tanah di kawasan pengelolaan KPHL Unit XII
Dempo ini yang didasarkan pada gradasi tingkat kepekaan kawasan dan
peruntukan kawasan (chay Asdak, 2010), menunjukkan bahwa jenis tanah
demikian termasuk dalam kategori peka dan sangat peka dengan nilai skor
kepekaan antara 60%-70% (kategori peka dan sangat peka terhadap erosi dan

degradasi lahan).

Rencana Penyiapan Kelembagaan KPHL Unit XIl Dempo Kota Pagar Alam -



Bab 17 4’:1/1(/«/‘4/( Unan KFH Uit X1/ p&»y:o 18

FETA DroLoos

WILATAK KER A MFML UNIT XU DEM PO
WOTA PG AN ALAM
POV P VIATIRA SEIRTAN

Heterangan -
- Mama Dass
WU Mdrpe KPML AT I Dets
s o bt
e
Jares Seclogl
B 75t ook 00 000 hevn. Cont et oas
i e T I T )

PR NTUMIY

Y oeaar e

e o\ JLEMATANOIIE O TE NG i J Y Jored

oA .
. Lot u:uun

o
[0 Duarsh rorig dpstaban

oxtre wran ey ] Ry

Gambar 2.3 Peta Geologi
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2.2 Potensi Sumbedaya Hutan
2.2.1 Penutupan Hutan

Berdasarkan peta penutupan lahan hasil interpretasi dari Citra landsat
tahun 2012 yang bersumber dari BPKH wilayah II Palembang tahun 2013, dalam
wilayah KPHL Unit XII Dempo terdapat empat tipe penutupan lahan yakni hutan
lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, pertanian lahan kering campur
semak dan semak belukar. Luasan dan presentasi dari masing-masing tipe

penutupan lahan tersebut dapat dilihat pada (Tabel 2.3).

Tabel 2.3 Tipe penutupan lahan KPHL Unit XII Dempo

No Penutupan Lahan Persentasi Luas (%)
1 | Hutan Lahan Kering Primer 45,24
2 | Hutan Lahan Kering Sekunder 24,34
3 | Pertanian Lahan Kering Campur Semak 25,44
4 | Semak Belukar 4,99
Jumlah 100,00

Sumber : BPKH wilayah II Palembang, 2013

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas penutupan vegetasi yang paling banyak
dijumpai di wilayah kerja KPHL unit XII Dempo adalah hutan lahan kering primer
mencapai (45,24 %) dan hutan lahan kering sekunder (24,34 %. Selain itu
terdapat tutupan lahan dengan kondisi Pertanian Lahan Kering Campur Semak
seluas (25,44 %) dan Semak Belukar seluas (4,99 %). Dilihat dari data penutupan
lahan tersebut, menggambarkan bahwa sekitar £30% kondisi lahan sudah tidak
berfungsi sebagai hutan lindung melainkan menjadi areal garapan pertanian dan
lahan terbuka tidak produktif. Keadaan seperti ini memacu pengelola untuk
melakukan inventarisasi detil, selanjutnya direkomendasikan menjadi blok
pemanfaatan dan melakukan pembinaan dijalankannya program agroforestri yang
dapat memberkan fungsi ekonomi dengan tetap mengutamakan fungsi lindung.

Adapun kondisi tutupan hutan lahan kering sekunder harus dijaga tidak terganggu
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karena melalui proses suksesi akan berubah menjadi hutan lahan kering primer

yang akan berfungsi sebagai blok ini dari hutan lindung.

Berdasarkan hasil survey Dinas kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam,

kondisi penutupan lahan KPHL Unit XII Dempo dapat diinformasikan di setiap

kecamatan dengan ragam kondisi penutupan lahan antara lain hutan primer, hutan

sekunder, semak belukar, kebun campuran, perkebunan dan pemukiman.

Lebih

terperinci luasan kondisi penutupan lahan dari setiap kecamatan disajikan pada

(Tabel 2.4).

Tabel 2.4. Luas Penutupan Peruntukkan Lahan KPHL unit XII Dempo

No Kecamatan Kebun Pemuki | Semak | Perkebunan Hutan Hutan

Campuran man Belukar (Ha) Sekunder Primer
(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)

1 Pagar Alam Utara 2.497,675 | 567,635 - - 499,865 515,1
2 Pagar Alam Selatan 670,264 | 219,757 0,977 876,621 120,325 356,743
3 Dempo Utara 2.252,469 | 184,932 | 601,766 500,651 32,398 162,240
4 Dempo Tengah 8.423,707 184,893 - - - -
5 Dempo Selatan 12.795,853 77,313 32,059 - - -
Jumlah 26.639,968 | 1.234,53 | 634,802 1.377,272 652,588 | 1.034,163

Sumber : Dinas Kehutanan Pagar Alam

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diungkapkan bahwa tingginya konversi lahan dan

penggunaan lahan dalam bentuk kebun campuran yang hampir merata pada setiap

wilayah

kecamatan

menjadi

indikasi

tingkat

kekritisan

lahan

cukup

mengkhawatirkan. Pada umumnya wilayah Kota Pagar Alam khususnya di kawasan

KPHL Dempo, kegiatan konversi lahan oleh masyarakat untuk budidaya tanaman

tahunan bersifat turun temurun.

Berdasarkan hasil

pantauan menunjukkan

meningkatnya fenomena perambahan hutan untuk dikonversi menjadi kawasan

budidaya tanaman tahunan (kopi
(holtikultura).

maupun coklat) dan tanaman semusim

Sampai saat ini tercatat dari keseluruhan wilayah KPHL Dempo,

sekitar 25% sudah beralih fungsi menjadi tanaman perkebunan dan pertanian

(Sumber Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam).
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Gambar 2.5 Peta Penutupan Hutan
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2.2.2. Potensi Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan, baik yang berada di wilayah KPHL Dempo ataupun
yang berada di daerah penyangga potensi wisata. Potensi wisata tersebut antara lain
wisata sungai (arum jeram), wisata kebun teh, wisata hutan bambu, dan wisata air
terjun. Selain itu terdapat jasa lingkungan lain yaitu terdapat sumberdaya air yang

dapat digunakan untuk Sumber air minum mineral, irigasi sawah, dan PLTA.
2.3. Kondisi Lahan Kritis

Informasi lahan kritis baik yang berada dalam kawasan hutan ataupun yang
berada di luar kawasan hutanterangkum dalam data yang bersumber hasil survey
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam, seperti yang tercantum pada
(tabel 2.5).

Tabel 2.5. Luas lahan kritis dalam dan luar kawasan KPHL unit XII Dempo

No Kecamatan Hutan Non Lahan Kritis Lahan Kritis
Lindung (Ha) Hutan/Perambahan dalam diluar
Kawasan Kawasan
1 Pagar Alam Utara 1.033,133 506,027 - 2.367,572
2 Pagar Alam Selatan 823,507 366,501 - 416,35
3 Dempo Utara 3.041,391 1.650,738 475,58 5.121,671
4 Dempo Tengah 8.064,41 2.057,067 1.430,43 4.197,589
5 Dempo Selatan 11.655,558 1.735,93 868,495 9.644,657
Jumlah 24.618 6.316,22 2.774,5 21.747,84

Sumber : Dinas Kehutanan Pagar Alam

Berdasarkan data pada tabel 2.5 dapat diungkapkan bahwa meskipun wilayah
kecamatan Dempo Selatan memiliki kawasan hutan lindung relatif lebih luas, namun
ancaman terhadap daerah ini relatif sangat besar, mengingat peluang intervensi
dari luar kawasan karena keberadaan hutan yang sudah terdegradasi akibat
perambahan dan terbentuknya kantung-kantung lahan kritis baik di dalam maupun
di luar kawasan. Keberadaan hutan yang terdegradasi dan lahan kritis, cepat atau

lambat akan memicu arah orientasi degradasi hutan ke areal zona inti hutan lindung.
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Pola pengelolaan antisipasi berupa konservasi lahan, hutan dan ekosistem
perlu segera dilakukan melalui perencanaan yang matang. Sedangkan untuk wilayah
yang memiliki area dengan kualitas dan kuantitas lahan kritis yang cukup
mengkhawatirkan, perlu segera dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan baik

dengan pendekatan vegetatif, mekanik, kimia maupun partisipasi masyarakat.

2.4. Kondisi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat
2.4.1. Kondisi Sosial
Wilayah KPHL unit XII Dempo yang terletak di dalam 5 kecamatan dan 40

Kelurahan yang berdekatan. Kelurahan yang tersebar di Kecamatan Dempo
Selatan 5 Kelurahan, Kecamatan Dempo Utara 7 Kelurahan, Kecamatan Dempo
Tengah 5 Kelurahan, Kecamatan pagar Alam Utara 10 Kelurahan dan Kecamatan
Pagar Alam Selatan 8 Kelurahan (Tabel 2.6) dan Jumlah Penduduk Menurut Jenis
Kelamin di KPHL Unit XII Dempo (Tabel 2.7).

Tabel 2.6. Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Dalam dan Sekitar KPHL Unit XII

Dempo
No Kecamatan Kelurahan Luas (km?) Jumlah Kepadatan
Penduduk | Penduduk
(jiwa) (Jiwa/km?)
1 Dempo Selatan 217,95 11.751 53.92
1. Penjalang 47,29 2.501 52.89
2. Lubuk Buntak 34,40 1.744 50.70
3. Perahu Dipo 38,50 2.532 65.77
4. Kance Diwe 59,51 2.157 36.25
5. Atung Bungsu 57,25 2.818 49.22
2 Dempo Utara 123,98 20.176 162.73
1. Burung Dinang 17,00 1.973 116.03
2. Muara Siban 12,80 2.867 224
3. Reba Tinggi 16,78 2.086 124.31
4. Jangkar Mas 11,60 2.063 177.81
5. Pagar Wangi 17,55 3.266 168.10
6. Bumi Agung 12,50 3.174 253.91
7. Agung 35,75 4.747 132.77
Lawangan
3 | Dempo Tengah 12.663 405.18
173,09
1. Candi Java 48,03 2079 43.28
2. Jokoh 46,04 2530 54.95
3. Pelang Kenidai 28,02 2430 86.95
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No Kecamatan Kelurahan Luas (km?) Jumlah Kepadatan
Penduduk | Penduduk
(jiwa) (Jiwa/km?)
4. Padang Temu 25,00 2552 102.08
5. Karang Dalo 26,00 3072 118.15
4 Pagar Alam Utara 54,55 37.668 3.893
1. Dempo Makmur 7,43 2.904 391
2. Bangun Rejo 7,20 4.413 613
3. Curup Jare 7,80 1.721 221
4. Pagar Alam 3,40 6.957 2.046
5. Sukorejo 4,00 6.505 1.626
6. Bangun Jaya 2,69 2.256 839
7. Beringin Jaya 4,40 5.021 1.141
8. Alun Dua 5,50 2.699 491
9. Kuripan Babas 6,05 2.262 374
10. Selibar 6,08 2.931 482
5 Pagar Alam Selatan 82,02 44.755 2.507
1. Tanjung Agung 8,88 2.208 249.49
2. Ulu Rurah 11,19 3.506 313.31
3. Tumbak Ulas 7,51 7.324 975.23
4. Besemah 0,73 7.372 10.10

Serasah

5. Tebat Giri Indah 1,25 6.288 5.03
6. Sidorejo 0,59 7.242 12.03
7. Nendagung 10,05 8.419 837.71
8. Gunung Dempo 23 2.398 104.17

Sumber : Kecamatan Pagar Alam

Selatan dan Kecamatan Dempo

Tengah dalam Angka 2011,

Kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Dempo Utara, dan Kecamatan Dempo
Selatan dalam angka 2012

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di KPHL Unit XII Dempo

No Kecamatan Kelurahan Laki-Laki Perempuan

1 Dempo Selatan 1. Penjalang 1.337 1.164
2. Lubuk Buntak 934 810

3. Perahu Dipo 1.298 1.234

4. Kance Diwe 1.141 1.016

5. Atung Bungsu 1.517 1.301

Jumlah 10.479 9.696

2 Dempo Utara 1. Burung Dinang 1.015 957
2. Muara Siban 1.495 1.372

3. Reba Tinggi 1.102 984

4. Jangkar Mas 1.082 981

5. Pagar Wangi 1.670 1.596

6. Bumi Agung 1.669 1.505

7. Agung Lawangan 2.446 2.300

Jumlah 6.227 5.524

3 | Dempo Tengah 1. CandiJava 1.237 1.157

2. Jokoh 1.223 1.310

3. Pelang Kenidai 1.129 1.128

Rencana Penyiapan
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No | Kecamatan Kelurahan Laki-Laki Perempuan
4. Padang Temu 1.424 1.326

5. Karang Dalo 1.602 1.588

Jumlah 6.615 6.509

Pagar Alam Utara 1. Dempo Makmur 1.479 1.425
2. Bangun Rejo 2.259 2.154

3. Curup Jare 870 850

4. Pagar Alam 3.540 3.417

5. Sukorejo 3.318 3.187

6. Bangun Jaya 1.127 1.128

7. Beringin Jaya 2.561 2.460

8. Alun Dua 1.423 1.279

9. Kuripan Babas 1.131 1.132

10. Selibar 1.498 1.433

Jumlah 19.795 19.906

5 Pagar Alam Selatan 1. Tanjung Agung 1.084 1.124
2. Ulu Rurah 1.789 1.717

3. Tumbak Ulas 3.730 3.594

4. Besemah Serasah 3.736 3.636

5. Tebat Giri Indah 3.202 3.086

6. Sidorejo 3.693 3.549

7. Nendagung 4.278 4.141

8. Gunung Dempo 1.206 1.170

Jumlah 22.738 22.017

Sumber : Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kecamatan Dempo Tengah dalam Angka 2011, Kecamatan
Pagar Alam Utara, Kecamatan Dempo Utara, dan Kecamatan Dempo Selatan dalam angka 2012

Keberadaan wilayah KPHL Unit XII Dempo yang terletak pada banyak
kecamatan dan desa yang berdekatan telah menimbulkan banyak konsekuensi.
Diantaranya adalah masalah tumpang tindih kawasan hutan dengan pemukiman
masyarakat dan perambahan lahan oleh masyarakat. Berdasarkan Citra Alos
Tahun 2010 didapatkan data Hutan Lindung Bukit Dingin yang di rambah oleh
masyarakat sekitar 86,07 Ha yaitu berupa Kebun Masyarakat seluas 554,31 Ha
dan Kebun PTPN VII seluas 312,76 Ha.

2.4.2. Kondisi Ekonomi
Sebagian besar pendaptan ekonomi penduduk yang berada disekitar
kawasan KPHL Unit XII Dempo adalah mata pencaharian dari sector
pertanian/perternakan dan perdagangan Sebagian lagi dari penduduk bekerja di
bidang wiraswasta, PNS, TNI/Polri, Buruh, Pegawai Swasta, dan Dosen (Tabel

2.8).
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Tabel 2.8 Jenis mata pencaharian penduduk di wilayah KPHL Unit XII Dempo

No Kecamatan Pekerjaan

1 Pagar Alam Selatan Pertanian
Perdagangan

PNS

TNI/Polri
Pertanian/Perternakan
Perdagangan
Paramedis
Wiraswasta

PNS

TNI/Polri

Buruh

Pegawai Swasta
Dosen
Pertanian/Perternakan
Perdagangan
Wiraswasta

PNS
Pertanian/Perternakan
Perdagangan
Paramedis
Wiraswasta

PNS

TNI/Polri

Buruh

Pegawai Swasta
Dosen
Pertanian/Perternakan
Perdagangan
Wiraswasta

PNS

Sumber : Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kecamatan Dempo Tengah dalam Angka 2011, Kecamatan
Pagar Alam Utara, Kecamatan Dempo Utara, dan Kecamatan Dempo Selatan dalam angka 2012

2 Dempo Tengah

3 Dempo Selatan

4 Dempo Utara

5 Pagar Alam Utara

PWONHIOONOIUTRAWNEIBRWNEIOONDUTEAWNEIDWN =

2.4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat
Keberhasilan pembangunan suatu daerah untuk menyediakan sumberdaya
manusia (SDM) yang berkualitas merupakan indikator kemajuan pembangunan di
daerah tersebut dengan dibangunnya fasilitas pendidikan yang memadai. Melalui
jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM
penduduk Indonesia. Program yang mendukung pendidikan bagi seluruh
masyarakat adalah wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun, Gerakan Nasional Orang

Tua Asuh (GN-OTA), program sekolah gratis.
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Program pendidikan untuk peningkatan SDM sekarang ini lebih difokuskan

pada penduduk kelompok usia sekolah (7-24 tahun). Sarana sekolah yang telah

ada di kecamatan-kecamatan di wilayah KPHLUnit XII Dempo, Kabupaten Pagar
Alamdapat dilihat pada Tabel 2.9.

Jumlah sekolah dasar tidak seimbang dengan fasilitas untuk Sekolah

Menengah Pertama, hal ini mencerminkan bahwa anak-anak yang telah lulus dari

sekolah dasar tidak melanjutkan ke SMP sehingga program wajib belajar 9 tahun

sampai dengan tingkat SMP belum tercapai.

Tabel 2.9 Jumlah dan Fasilitas Pendidikan di KPHL Unit XII Dempo, Kabupaten

Pagar Alam

No

Fasilitas Sekolah

Kecamatan

Jumlah (unit)

Negeri Swasta

1

Taman Kanak-Kanak(TK

Pagar Alam Selatan

1 -

Pagar Alam Utara

Dempo Selatan

Dempo Utara

1
—
o

Dempo Tengah

Sekolah Dasar (SD)

Pagar Alam Selatan

Pagar Alam Utara

Dempo Selatan

Dempo Utara

Dempo Tengah

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pagar Alam Selatan

Pagar Alam Utara

Dempo Selatan

Dempo Utara

Dempo Tengah

Sekolah Mengengah Atas (SMA)

Pagar Alam Selatan

Pagar Alam Utara

Dempo Selatan

N
P (W | |OW | N U (N

Dempo Utara

Dempo Tengah

Perguruan Tinggi

Pagar Alam Selatan

P [FININ (=] N

Pagar Alam Utara

Dempo Selatan

1
(N

Dempo Utara

Dempo Tengah

Jumlah

86 42

Sumber : Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kecamatan Dempo Tengah dalam Angka 2011,
Kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Dempo Utara, dan Kecamatan Dempo

Selatan dalam angka 2012
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2.4.5 Kondisi Kesehatan Masyarakat

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan
masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan
terjangkau. Dengan tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai derajat
kesehatan masyarakat yang baik, yang nantinya memperoleh kehidupan yang
sehat dan produktif. Ketersediaan tenaga kesehatan maupun sarana kesehatan
di kecamatan di wilayah pengelolaan KPHL Unit XII Dempo disajikan pada Tabel
2.10 dan Tabel 2.11.

Tabel 2.10 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan pada Unit Pengelolaan KPHL
Unit XII Dempo, Kabupaten Pagar Alam

Tenaga Kesehatan
A e Dokter/Apoteker Par? Do!(t_e " | Bidan Duku_n
Medis gigi Bayi
1 | Pagar Alam Selatan 4 60 2 33 17
2 | Pagar Alam Utara 26 116 2 30 18
3 | Dempo Selatan 4 6 - 7 27
4 | Dempo Utara 1 9 - 32 34
5 | Dempo Tengah 2 15 - 11 6

Sumber : Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kecamatan Dempo Tengah dalam Angka 2011,
Kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Dempo Utara, dan Kecamatan Dempo
Selatan dalam angka 2012

Tabel 2.11 Jumlah Fasilitas di Kecamatan pada Unit Pengelolaan KPHL Unit XII
Dempo, Kabupaten Pagar Alam

Fasilitas Kesehatan
b L LIRS TE LS RS Puskesmas | Pustu | Polindes
1 | Pagar Alam Selatan - 1 3 -
2 | Pagar Alam Utara 1 1 3 5
3 | Dempo Selatan - 1 4 4
4 | Dempo Utara - 1 5 11
5> | Dempo Tengah - - 2 7

Sumber : Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kecamatan Dempo Tengah dalam Angka 2011,
Kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Dempo Utara, dan Kecamatan Dempo
Selatan dalam angka 2012

Dari Tabel 2.10 dan Tabel 2.11 terlihat bahwa masih kurangnya tenaga
kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada di KPHL Unit XII Dempo, Kabupaten
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Pagar Alam. Kurangnya Kketersediaan tenaga kesehatan maupun sarana

kesehatan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan di masyarakat

di kawasan tersebut. Perlu dilakukan program lintas sektoral untuk pengadaan

fasilitas, sarana dan pra sarana kesehatan masyakarat.

2.4.6 Kondisi Agama Masyarakat

Pembangunan sarana peribadatan bertujuan agar

Ssémua

lapisan

masyarakat dapat memperoleh pelayanan ibadah secara merata dan terjangkau.

Ketersediaan sarana ibadahdi kecamatan di wilayah pengelolaan KPHL Unit XII

Dempo disajikan pada Tabel 2.12. Sedangkan data mengenai jumlah pemeluk

Agama menurut Kabupaten/Kecamatan di KPHL unit XII Dempo disajikan pada

Tabel 2.13.

Tabel 2.12 Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kecamatan pada Unit Pengelolaan
KPHL Unit XII Dempo, Kabupaten Pagar Alam

Fasilitas Peribadatan
No Kabupaten/Kecamatan Masjid Langgar/M | Gerej Kuil Vihar
usholla a a
1 Pagar Alam Selatan 48 13 3 - -
2 Pagar Alam Utara 50 5 1 - -
3 Dempo Selatan 30 15 - - -
4 Dempo Utara 36 10 - - -
> Dempo Tengah 31 10 - - -
Jumlah 195 53 4 - -

Tabel 2.13 Jumlah pemeluk Agama menurut Kabupaten/Kecamatan di KPHL unit

XII Dempo

No Kecamatan Islam Protestan | kristen | Hindu | Budha
1 Pagar Alam Selatan 30.648 196 58 55 42
2 Pagar Alam Utara 39.411 101 129 4 106
3 Dempo Selatan 11.746 - 5 - -
4 Dempo Utara 20.479 8 4 5 -
5 Dempo Tengah 13.112 22 22 2 2

Jumlah 115.396 327 218 66 150
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2.5. Ijin Penggunaan Kawasan Hutan

Berdasarkan analisis spasial data di tingkat provinsi, pada wilayah KPHL
Unit XII Dempo telah ada penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan Panas
Bumi. Saat ini ada 1 jenis Penggunaan Kawasan Hutan yang areal konsesinya
sedikit masuk dalam kawasan KPHL Unit XII Dempo, yaitu pemegang ijin usaha
PT. Supreme Energi Rantau Dedap. Keberadaan perusahaan pemegang ijin
usaha ini disatu sisi perlu diakomodir, namun disisi lain juga perlu dilakukan kajian
khusus mengenai dampak kehadiran kegiatan usaha/produksi dari perusahaan
tersebut. Peran KPHL Unit XII Dempo terhadap pemilik izin ini adalah melakukan
monitoring, evaluasi dan pembinaan tehadap jalannya operasioanl izin dan
reklamasi. Selain itu KPHL Unit XII Dempo mempunyai tugas untuk memberikan

laporan sebagai bahan tindak lanjut pengambil kebijakan.
2.6. Analisis Arahan Penggunaan Lahan

Arahan penggunaan lahan ditetapkan berdasarkan kriteria dan tata cara
penetapan hutan lindung dan hutan produksi yang sangat berkaitan dengan
karakteristik fisik utama kawasan berikut ini:

a) Kemiringan lereng
b) Jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi
c) Curah hujan harian rata-rata.

Data lain yang dapat digunakan sebagai pendukung adalah Data tata guna
lahan dan sistem drainase (pola aliran). Secara idealnya semua data tersebut
diinterpretasikan dan dipetakan dengan skala yang sama sehingga diperoleh hasil
interpretasi berupa peta data kesesuaian peruntukan lahan (/and use).

Dalam kajian tulisan ini dilakukan penghitungan skor pada setiap satuan
lahan terhadap masing-masing karakteristik fisik kawasan yang telah diidentifikasi
dan diinventarisasi. Adapun panduan klasifikasi dan bobot (nilai) masing-masing
karakteristik fisik kawasan sebagai berikut (chay Asdak, 2010):
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Tabel 2.14. Penentuan kelas klasifikasi dan bobot (skor) pada masing-masing

karakteristik fisik kawasan untuk arahan penggunaan lahan.

Faktor Fisik (1) Kemiringan lereng

Kelas Karakteristik Kemiringan lereng Klasifikasi Nilai
Skor
Kelas1 | 0-8 % datar 20
Kelas 2 | 8-15% landai 40
Kelas 3 | 15-25% agak curam 60
Kelas 4 | 25-45% curam 80
Kelas 5 | .=245% sangat curam | 100
Faktor Fisik (2) Jenis Tanah menurut kepekaannya terhadap erosi
Kelas Karakteristik jenis Tanah Klasifikasi Nilai skor
Kelas 1 | aluvial, planasol, hidromorf kelabu, laterik tidak peka 15
Kelas 2 | Latosol agak peka 30
Kelas 3 | Tanah hutan coklat, tanah mediteran sedang 45
Kelas 4 | andosol, laterik, gramosol, podsol, podsolik peka 60
Kelas 5 | Regosol, Litosol, Organosol, Renzina sangat peka 75

(Sumber. Chay Asdak, 2010. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai)
Tabel 2.14. lanjutan

Faktor Fisik (3) Intensitas Curah Hujan harian rata-rata

Kelas Karakteristik intensitas hujan | Klasifikasi Nilai Skor
harian

Kelas 1 < 13,6 mm/hari sangat rendah 10

Kelas 2 13,6-20,7 mm/hari rendah 20

Kelas 3 20,7-27,7 mm/hari sedang 30

Kelas 4 27,7-34,8 mm/hari tinggi 40

Kelas 5 .= 34,8 mm/hari sangat tinggi 50

Faktor Fisik (4) Penggunaan Lahan

Kelas Karakteristik Jenis Penggunaan Lahan Nilai Skor

Kelas 1 Lahan terbuka/ladang tanpa teras 1

Kelas 2 pertanian lahan kering 2
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Kelas 3 pemukiman 3
Kelas 4 padang rumput/alang-alang belukar 4
Kelas 5 ladang dengan teras 5
Kelas 6 kebun campuran 6
Kelas 7 hutan/ perkebunan 8
Kelas 8 sawah 10
Faktor Fisik (5) Pola Aliran

Kelas Karakteristik Pola Aliran Nilai Skor
Kelas 1 Nol 1
Kelas 2 Ringan 2
Kelas 3 Sedang 4
Kelas 4 Berat 6
Kelas 5 Sangat Berat 8
Kelas 6 Ekstrim 10

(Sumber. Chay Asdak, 2010. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai)

Penetapan penggunaan lahan setiap satuan lahan ke dalam suatu kawasan
fungsional dilakukan dengan menjumlahkan nilai skor ketiga faktor utama
(kemiringan leher, jenis tanah, dan intensitas curah hujan) tersebut diatas dengan
mempertimbangkan keadaan setempat. Dengan cara demikian, dapat dihasilkan
arahan pengggunaan lahan untuk kawasan lindung, kawasan penyangga dan
kawasan budidaya. Berikut adalah kriteria yang dapat digunakan untuk
menentukan status kawasan berdasarkan fungsinya.

Kawasan Lindung

Satuan lahan dengan jumlah skor ketiga faktor fisiknya sama dengan atau lebih
besar dari 175 dan memenuhi salah satu atau beberapa syarat berikut ini:

a) Mempunyai kemiringan lereng > 45%

b) Tanah dengan klasifikasi sangat rawan erosi dan mempunyai kemiringan

lereng >15%
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c) Merupakan jalur pengaman aliran asungai, minimum 100 m di kiri kanan
alur sungai.

d) Merupakan pelindung mata air, yaitu 200m dari pusat mata air.

e) Berada pada ketinggian > 2.000 m dpl.

f) Guna kepentingan khusus dan ditetapkan oleh pemereintah sebagai
kawasan lindung.

Kawasan Penyangga

Satuan lahan dengan jumlah skor ketiga faktor fisik antara 125-175 serta

memenuhi kriteria umum sebagai berikut:

a) Keadaan fisik areal memungkinkan untuk dilakukan budidaya pertanian
secara ekonomis.

b) Lokasinya secara ekonomis mudah dikembangkan sebagai kawasan
penyangga.

c) Tidak merugikan dari aspek ekologi.

Kawasan budidaya tanaman tahunan

Satuan lahan dengan jumlah skor ketiga faktor fisik < 124 serta sesuai untuk

dikembangkan usaha tani tanaman tahunan (tanaman perkebunan, tanaman

industri). Selain itu, areal tersebut harus memenuhi kriteria umum untuk

kawasan penyangga.

Kawasan budidaya tanaman semusim

Satuan lahan dengan kriteria seperti dalam penetapan kawasan budidaya

tanaman tahunan serta terletak di tanah milik, tanah adat dan tanah negara

yang seharusnya dikembangkan usaha tani tanaman semusim.

Prosedur selanjutnya melakukan perhitungan skor untuk menentukan arahan

penggunaan lahan di kawasan KPHL Unit XII Dempo, yaitu sebagai berikut: misalnya

kawasan KPHL Dempo yang daerah wilayahnya didominasi kemiringan lereng rata-

rata sangat curam sebesar 53,75% (skor 100), tipe tanah regosol dan litosol (skor

75) dan intensitas hujan rata-rata 7,4 mm/hari (skor 10). Berarti arahan
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penggunaan lahan untuk daerah tersebut adalah kawasan lindung (skor >
175).

Berikut ini diberikan contoh arahan alternatif program rencana kegiatan untuk
masing-masing kawasan

Tabel 2.15 Contoh arahan alternatif rencana kegiatan untuk masing-masing kegiatan.

Kawasan Alternatif kegiatan

Vegetatif Mekanik

Kawasan Lindung reboisasi, hutan rakyat, | DAM pengendali penahan
perlindungan sungai. Trucuk (drop structure)
Kawasan penyangga reboisasi, hutan | DAM pengendali/penahan
campuran, hutan rakyat | Trucuk (drop  structure),
perkebunan teras, saluran air.

Kawasan budidaya tahunan | pohon  penyekat api, | drainase, DAM
reboisasi, perkebunan | pengendali/penahan Trucuk
hutan/kebun rakyat (drop  structure), teras,
saluran.

Kawasan budidaya semusim | Agroforestry, tanaman | pembuangan, drainase, DAM
dalam jalur, tanaman | pengendali/penahan Trucuk
dalam kontur, tanaman | (drop  structure), teras,
campuran. saluran pembuangan.
(Sumber. Chay Asdak, 2010; MKTI, 2013.)
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BAB II1I.
KONSEP PEMBANGUNAN KPH

Seluruh kawasan hutan di Indonesia terbagi dalam wilayah-wilayah KPH,
serta menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi,
kabupaten/kota.Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) meliputi: KPH Konservasi
(KPHK), KPH Lindung (KPHL), KPH Produksi (KPHP). Dalam satu KPH, dapat
terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan penamaannya berdasarkan fungsi

hutan yang luasnya dominan.

Pembangunan KPH di Indonesia bermula pada sebagian kawasan hutan
yang menjadi areal kerja Perhutani (BUMN) di Pulau Jawa, yang telah dimulai
sejak jaman penjajahan Belanda dan pada sebagian kawasan hutan konservasi
dalam bentuk unit-unit Taman Nasional. Sampai dengan tahun 1990an, di luar
Jawa pernah terbentuk unit-unit KPH namun dalam perkembangannya sebagai
akibat kuatnya paradigma timber based management keberadaan KPH sebagai
unit manajemen tidak berkembang bahkan dibubarkan, sehingga Dinas
Kehutanan sebagai institusi pengurusan hutan (forest administration) kehilangan
dasar pengurusan di tingkat tapak berupa institusi pengelola (7orest mangement)
dalam bentuk KPH.

3.1. Penyelenggaaran Pengelolaan KPH

KPH merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan
peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, terdiri atas KPHK,
KPHP, dan KPHL. Kelembagaan KPH dirancang menjadi institusi yang mandiri
dan independen .Bentuk institusi KPHL dan KPHP yang akan dikembangkan
sesuai dengan P.06/Menhut-II/2010 pasal 18, yang menyebutkan bahwa KPHL
dan KPHP yang dapat melakukan aktifitas pemanfaatan wilayah tertentu adalah
Organisasi KPHL dan KPHP yang telah menerapkan pola pengelolaan Badan

Layanan Umum. Ada KPH yang menjadi kewenangan pusat yaitu wilayah KPHK
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dan ada KPH yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
kewengan atas KPH-KPH tersebut digambarkan pada (Gambar 3.1).

KPH
Hnnwru.i:'.i_- HL/HFP HIL/HP
Wilayalh Wilawalh Wilayalh
KEFHI EPFHL EPHP KEFHL/EPHPF
Lintas Kaly /o ta Dl Kab Kota
FPLSAT PROVIMSI KAB/KOTA
O arnisa i Chrganisas Chrgz anisasi
EFHE EFHL{EPFPHP KEPHL/EPHP
i J
e ey ': FPerda PFrow Farada Kaly S Kaota

Gambar 3.1 Kewenangan Pengelolaan Hutan

KPH berperan sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di lapangan
atau di tingkat tapak yang harus menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan
secara lestari sesuai dengan fungsinya. Keberadaan KPH menjadi kebutuhan
Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pemilik sumber daya hutan
sesuai mandat Undang-undang, dimana hutan dikuasai Negara dan harus
dikelola secara lestari. Dalam prakteknya, penyelenggaraan pengelolaan hutan
pada tingkat tapak oleh KPH bukan memberi ijin pemanfaatan hutan melainkan
melakukan pengelolaan hutan sehari-hari, termasuk mengawasi kinerja
pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemegang ijin. Dengan demikian, KPH
menjadi pusat informasi mengenai kekayaan sumberdaya hutan dan menata

kawasan hutan menjadi bagian-bagian yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai
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iijin dan/ atau dikelola sendiri pemanfaatannya, melalui kegiatan yang

direncanakan dan dijalankan sendiri.

Secara fungsional, KPH menjadi garis depan untuk mewujudkan
harmonisasi pemanfaatan hutan oleh berbagai pihak dalam kerangka
pengelolaan hutan lestari. Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 6
Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008, yang dijabarkan
dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.6/Menhut-
I1/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan
pada KPHL dan KPHP. Tugas dan fungsi KPHL dan KPHP adalah:

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:

a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
b. Pemanfaatan hutan
c. Penggunaan kawasan hutan
d. Rehabilitasi hutan dan reklamasi
e. Perlindungan hutan dan konservasi alam

2. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan
kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan

3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai
dari  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengawasan serta pengendalian

4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksana kegiatan
pengelolaan hutan di wilayahnya

5. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan
pengelolaan hutan.

Mengacu pada kerangka pikir tersebut, diharapkan nantinya KPHL Unit
XII Dempo sebagai organisasi ditingkat tapak benar-benar dipastikan dapat
bertindak dalam menata wilayah kelolanya dengan menggunakan data-data
informasi detil yang ada dilapangan yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi.

Data-data tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun rencana
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pengelolaan hutan yang dapat memberikan arahan kegiatan pengelolaan
secara terperinci yang disesuaikan dengan rencana kehutanan provinsi dan
kota.

3.2. KajianTerhadap Penyelenggaraan Hutan, Kondisi yang Ada serta

Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

1. Terhadap Penyelenggaraan Hutan

KPH merupakan institusi pengelola (forest management) di tingkat
tapak. Hal ini akan memberikan kejelasan tugas pokok dan fungsi
kelembagaan di daerah yakni pertama Dinas Kehutanan sebagai institusi
pengurusan hutan (forest administration) yang bersifat adminstratif lebih
pada kebijakan makro kehutanan. Kedua KPH, institusi ini akan berperan
melaksanakan perencanaan jangka panjang (makro) dari Dinas
Kehutanan. KPH akan berperan di tingkat tapa ksebagai institusi
pengelola (forest mangement). Pembagian antara pengurusan
adiminsitrasi hutan dan pengelolaan hutan akan memberikan kejelasan
arah pengelolaan hutan. Sebagai institusi pada tingkat tapak dand alam
rangka pengelolaan wilayah kerja KPH dibagi menjadi blok dan petak-
petak. Karena di setiap petak dan blok kawasan hutan akan memiliki
penanggung jawab baik itu mandor, Kepala Resort maupun Bagian
Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) sebagai organisasi di tingkat tapak.
Disamping itu organisasi perencana dan pelaksana pengelolaan hutan

menjadi jelas. Seperti dijelaskan secara lebih ringkas pada (tabel3.1).
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Tabel 3.1 Pembagian pengurusan dan pengelolaan hutan

“FOREST “FOREST MANAGEMENT"
ADMINISTRATION” (Kesatuan Pengelolaan
(Kementrian Kehutanan, Hutan)
Dinas Kehutanan Provinsi/
kabupaten/Kota.)
Perizinan Inventarisasi

Kebijakan Kehutanan

Penentuan tatabatas

Penentuan JenisTanaman

Pembagian kawasan dalam blok

Penentuan DR, PSDA

Perisalahan hutan

Retribusi

Pengukuran dan pemetaan

PAD

Pembagian petak dan anak petak

Peredaran Hasil Hutan

Pengamanan Hutan

Perubahan fungsi

penanaman

Pelayanan Dokumen

pemeliharaan

Adapun peran dan tugas fungsi pada masing-masing kelembagaan

pengurusan hutan di daerah antara Dinas Kehutanan dan KPH dijelaskan
pada (tabel3.2) berikut ini.

Tabel 3.2 Tugas dan Fungsi Penyelenggara Kehutanan Daerah

Dinas Kehutanan

Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH)

Provinsi

1. Perencanaan:
- Inventarisasi hutan
tingkat provinsi/kab/kota
- Pembentukan  wilayah

KPH (menyusun rancang
bangun dan usulan
penetapan wilayah KPH)
- Penyusunan rencana
kehutanan
provinsi/kab/kota

. Penyelenggaraan

. Perencanaan:

Inventarisasi hutan wilayah kelola
KPH

Pembagian Blok dan petak dalam
wilayah KPH

Pemetaan

Penyusunan rencana pengelolaan
KPH

pemanfaatan

hutan:
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. Kesatuan Pengelolaan
D'"a:r'f:,'i’:st?"a" Hutan (KPH)
2. Pengesahan terhadap - Pemanfaatan wilayah tertentu
rencana pengelolaan dalam wilayah KPH
hutan yang disusun KPH 3. Penyelenggaraan rehabilitasi dan
3. Penyelenggaraan reklamasi hutan
kewenangan publik 4. Penyelenggaraan perlindungan
bidang kehutanan hutan
lainnya sesuai dengan 5. Penyediaan data informasi dalam
kewenangannya. rangka membuka peluang
investasi di wilayahnya

2. Terhadap Kondisi yang Ada

a. Sumber daya hutan

Keberadaan KPH pada tingkat tapak akan lebih memastikan diketahui
nya potensi hutan, perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan
maupun kondisi masyarakat di sekitar hutan yang tergantung pada
manfaat sumber daya hutan. Selain itu, berbagai ragam fungsi hutan
dalam hal ini hutan lindung, pada faktanya terletak dalam hamparan
bentang alam yang secara manajemen lebih memungkinkan efisiensi dan
efektivitas pengelolaan hutan lestari. Sehingga KPH dapat sebagai wakil
pemerintah yang menghimpun informasi sumberdaya hutan untuk
melakukan pengelolaan hutan yang saat ini tidak dijalankan secara

langsung oleh Kementerian Kehutanan atau Dinas Kehutanan.

b. Akses masyarakat
Akses masyarakat terhadap sumber daya hutan dapat terdiri dari
berbagai bentuk dan tipologi sesuai dengan kondisi social budaya
masyarakat, sejarah interaksi masyarakat dengan hutan dan harapan
ekonomi masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya. Apabila dikaitkan
dengan ijin atau penetapan status kawasan hutan, akses masyarakat yang
dimaksud tidak dapat ditetapkan pada tingkat KPH, karena kewenangan

untuk itu berada di tangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
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Keberadaan KPH di tingkat tapak memungkinkan identifikasi keberadaan
dan kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sumberdaya hutan dengan
lebih jelas dan cermat, sehingga proses-proses pengakuan hak, ijin
maupun kolaborasi menjadi lebih mungkin dilakukan. Demikian pula
penyelesaian konfik maupun pencegahan terjadinya konfik lebih dapat
dikendalikan. KPH dapat memfasilitasi komunikasi dengan Pemerintah dan/
atau Pemerintah Daerah untuk menata hak dan akses masyarakat
terhadap sumber daya hutan melalui berbagai skema pemberdayaan
masyarakat yang dapat dilakukan di hutan lindung yakni Hutan
Kemasyarakat (Hkm), Hutan Desa (HD) dan pola kemitraan dengan KPH.

. Ijin dan usaha kehutanan

Dengan beroperasinya organisasi KPH, informasi mengenai
sumberdaya hutan yang dimanfaatkan oleh para pemegang ijin
diharapkan akan semakin akurat. Karakteristik dan sifat-sifat khas
sumberdaya hutan juga diharapkan dapat diketahui, sehingga
memudahkan penetapan sistem manajemen hutan yang sesuai dengan
kondisi wilayah dan diharapkan mengurangi kegiatan-kegiatan yang
secara administratif harus dilakukan, tetapi tidak secara jelas berguna bagi
usaha kehutanan tersebut. Selain itu, kinerja pengelolaan hutan oleh
pemegang ijin dapat dimonitor dan dievaluasi di tingkat lapangan.
Efektivitas kegiatan pengelolaan hutan dapat akan ditingkatkan dan pada

gilirannya diharapkan dapat meningkatkan efsiensi perusahaan.

. Organisasi Daerah

Dengan berbagai fungsi kerja sebagaimana disebutkan di atas,
keberadaan KPH bersifat unik. Selama ini, organisasi daerah yang dibentuk
berdasarkan PP No 41/2007 tidak mengenal adanya organisasi seperti KPH
yang mempunyai sifat teritorial. KPH merupakan organisasi yang spesifik.

KPH juga dapat melakukan pengelolaan usaha kehutanan, misalnya berupa

Rencana Penyiapan Kelembagaan KPHL Unit XIl Dempo Kota Pagar Alam| -



Bab(ll, /f,’w(fe/a Pembanganan APH 43

pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan penjualan

tegakan secara swakelola pada wilayah tertentu.

e. Pembangunan dan pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah dapat dilakukan untuk mencapai
pengelolaan  sumberdaya alam  secara  berkelanjutan  apabila
memperhatikan kepentingan ekonomi, sosial dan sekaligus kepentingan
ekologi/ lingkungan hidup. Secara fungsional, KPH dapat menyediakan
barang dan jasa untuk menunjang pengembangan wilayah tersebut. Oleh
karena itu tujuan pengembangan KPHL Unit XII Dempo perlu diselaraskan
dengan tujuan pengembangan wilayah Kota Pagar Alam dimana KPH

tersebut berada di Kota Pagar Alam.

f. KPH dan kelestarian hutan

Faktor yang menentukan kelestarian hutan cukup banyak, meskipun
pada prinsipnya kelestarian hutan ditentukan oleh kapasitas pengelola
hutan. KPH menjadi faktor pemungkin bagi terbentuknya pengelola hutan
yang selama ini tidak ada, sehingga dapat membuka ruang profesional
bagi rimbawan untuk berkiprah dalam pengelolaan hutan lestari. Ketiadaan
pengelola terbukti menjadi penyebab kegagalan bagi banyak program,
misalnya dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan
hutan. Adanya organisasi pemerintah yang bertanggungjawab dalam
pengelolaan hutan di tingkat tapak juga akan memberikan ruang bagi
peningkatan kapasitas para pemegang ijin, serta memberikan arah yang

jelas bagi pencapaian pengelolaan hutan lestari.

Dari penjabaran diatas, diharapkan adanya paradigma dan
implementasi dalam pengelolaan hutan sehingga semua permasalahan yang
ada baik yang terkait kebijakan, teknis ataupun sosial budaya akan terurai

menjadi suatu sistim pengelolaan yang efektif, efisien dan implementatif.
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Berikut di uraikan kondisi yang ada sebelum terbentuk KHP dan harapan yang

dimungkinkan adanya perubahan apa bila sudah terbentuk KPH.

Tabel 3.3. Daftar permasalahan yang dimungkinkan adanya solusi dengan

adanya KPH

Kondisi/Permasalahan Tidak ada KPH Ada KPH

Perencanaan hutan e Perencanaan  disusun |e Perencanaan  didasarkan
dari pusat atau Prov/ pada data yang akurat dari
Kab/ Kota (tidak data-data yang dihimpun
terkonsolidasi pada oleh KPH ditingkat tapak.
level tapak

e Meskipun rencana |e KPH dapat menjalankan

pengelolaan hutan fungsi integrasi berbagai
selama ini telah ada di kegiatan pengelolaan hutan
berbagai tingkatan serta menjadi pusat
pemerintahan  (Pusat, informasi bagi evaluasi dan
Provinsi, Kabupaten/ penilaian perencanaan

Kota), namun rencana
spasial keseluruhannya
belum dapat diletakkan

ke dalam  wilayah
secara terintegrasi.
Kondisi ini seringkali
menjadi penyebab

terjadinya konflik lokasi
dan/atau sulitnya
mendapat lokasi bagi
pelaksanaan rehabilitasi
hutan

Investasi kehutanan
lebih  bersipat  politis
tidak berdasar pada
kondisi realitas  di
lapangan

Lemahnya pengakuan
perencanaan hutan dari
pihak lain  termasuk
masyarakat  sehingga
menimbulkan konflik

kegiatan yang dilakukan
oleh para pemegang ijin di
wilayahnya

Investasi kehutanan
disesuaikan dengan kondisi
fisik dan sosial sehingga
dapat terintegrasi pada
level tapak

KPH melakukan sosialisasi
perencanaan hutan yang
intensif sehingga adanya
kapasitas penjaminan
kepastian kawasan hutan.

Perlindungan .

Potensi SDA yang ada di
hutan  lindung tidak

SDA akan
dan terdata

Potensi
terinventarisir
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Kondisi/Permasalahan Tidak ada KPH Ada KPH
terinventarisir sehingga akan lebih mudah
untuk melakukan
pengembangan dalam
perlindungan sebagai
penyangga dan jasa
lingkungan

e Penegakan hukum dan
perlindungan kawasan

e Pengendalian kawasan dapat

diketahui lebih dini sehingga

dari potensi / aset sulit pengendalian bisa
untuk dilaksankan. terkonsentrasi dengan
adanya pengelolan  di
tingkat tapak
e Pembinaan dan | ¢ Kegiatan pembinaan dan
pemberdayaan pemberdayaan masyaraat
masyarakat sekitar yang dalam hal perlindungan dapat
mengarah pada dilakukan secara lebih
perlindungan belum kongkrit dengan
dilakukan secara baik, mengedepankan aspek
bahkan seringkali pemberdayaan oleh KPH
menempatkan melalui pendekatan
masyarakat sebagai partisipatif
ancaman
Rehabilitasi hutan e Hasil-hasil dari | ePencapaian kegiatan
kegiatan RHL tidak ada rehabilitasi kawasan dapat
monitoring secara lebih  terkontrol dan di
berkala sehingga evaluasi secara berkala karena

tanaman KU-3 keatas
tidak terlaporkan

kelembagaan ada di tingkat
tapak

Pemanfaatan e Tidak ada ukuran
kejelasan manfaat
hutan dan tidak
terdatanya hasil hutan
bukan kayu

e Pemanfaatan menjadi
pasif  bahkan lebih
mengarah kepada
manfaat hutan sebagai
penghasil kayu secara

illegal atau
pemanfaatan lahan
hutan diluar sektor
kehutanan

e Kawasan dapat ditata sesuai

dengan zona peruntukannya
sehingga bisa mengoptimalkan
fungsinya sebagai
perlindungan, jasa lingkungan
dan HHBK

e KPH dapat mengarahkan

melakukan pemungutan hasil
hutan sesuai aturan yang
berlaku melalui metode
pendekatan partisipatif kepada
masyarakat melalui
kelembagaan KPH yang
berada pada tingkat tapak.
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Kondisi/Permasalahan

Tidak ada KPH

Ada KPH

Okupasi lahan tidak
terkendali
Pemanfaatan hutan

oleh masyarakat tidak
terkodinir sehingga
berujung konflik

Lemahnya kontrol
terhadap pemegang izin
, karena pemegang izin

berlaku sebagai
pengelola
Evaluasi operasional

pemegang izin sulit
dilakukan

e Dapat menselaraskan kembali

kegiatan pemanfaatatan lahan
berkolaboratif dengan
masyarakat yang dibina secara
intensif melalui pendekatan
partisipatif.

KPH dapat mengkordidnir
dengan memberi solusi
dengan  beberapa skema
pemberdayaan yang dapat
dilakukan di HL seperti HKm,
HD dan ola kemitraan dengan
KPH

KPH melaksanakan monitoring
(Pembinaan, pemantauan dan
evaluasi) secara rutin dan
membangun kerjasama dalam
hal pemberdayaan masyarakat

Dengan dilakakukannya
monev secara berkala dan
intensif maka akan ada
informasi yang akurat dan
jaminan pengelolaan hutan
oleh pemegang izin telah
sesuai dengan aturan

Penggunaan Hutan

Kegiatan reklamasi
oleh pemegang izin
penggunaan hutan
tidak terdata dan
terpantau dengan baik

KPH melaksanakan monitoring
(Pembinaan, pemantauan dan
evaluasi) secara rutin
sehingga pelaksanaan
reklamasi dapat berjalan lebih
efektif, selain itu KPH dapat

membangun kerjasama
melalui pemberdayaan
masyarakat dalam

pelaksanaan reklamasi hutan
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BABIV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Bahwa hutan secara filosofis merupakan sumberdaya alam
yang dapat dikelola secara terukur sesuai dengan kaidah ilmiah dan kelola
strategisnya. Hutan merupakan bagian penting dalam pertumbuhan
perekonomian melalui produksi barang dan jasa yang dapat dikelola secara

berkelanjutan.

Dalam rangka penguasaan tersebut negara memberi wewenang kepada
Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan
dengan hutan. Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang
sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat,
meliputi perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan
pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
pengawasan. Pemerintah, dalam hal ini sebagai pemilik hak atas hutan harus
dapat mengurus dan memfasilitasi pengelolaan hutan hingga tercapainya
kondisi hutan yang memberi manfaat secara ekonomi, ekologi dan social budaya
terhadap masyarakat, pemerintah dan makhluk hidup lainnya.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit XII Dempo merupakan
organisasi tingkat tapak yang keberadaannya sangat penting dan diharapkan
dengan beroperasinya KPHL pengelolaan sumber daya hutan dapat berjalan
lebih efektif dan implementatif. Dengan adanya organisasi KPHL Unit XII
Dempo, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan hutan, maka kaidah
pengelolaan hutan lestari (meliputi aspek ekologi, ekonomi, sosial dan
lingkungan) dapat diterapkan. Konflik sosial yang terjadi di kawasan hutan
selama ini, disebabkan oleh terabaikannya aspek sosial dalam pengelolaan

sumber daya hutan. Oleh karena itu, dengan keberadaan KPH, diharapkan
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masalah sosial mendapatkan perhatian yang proporsional dalam pengelolaan

sumber daya hutan.

4.2. Landasan Sosiologis

Hutan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang
secara turun temurun menjadi konsep dan system budaya masyarakat,
sehingga hutan telah berperan penting dalam proses social dan budaya
masyarakat Indonesia. Kenyataan-kenyataan dalam pengurusan dan
pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan pemerintah menunjukkan bahwa
untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan, adalah mempertahankan hutan alam
yang tersisa dan membangun hutan tanaman baru. Akar permasalahan
pengelolaan hutan seperti laju degradasi hutan, deforestasi kawasan hutan,
kurang berkembangnya investasi dibidang kehutanan, rendahnya kemajuan
pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya ilegal logging dan
perambahan lahan hutan, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan
sekitar hutan adalah ketidak beradaan institusi pada tingkat tapak.
Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan hutan khususnya yang berada
di KPHL Unit XII Dempo saat antara lain:

1. Adanya konflik penguasaan lahan hutan baik dengan perusahaan ataupun
dengan masyarakat

2. Adanya pengusahaan hutan tanpa izin oleh masyarakat yang diusahakan
sebagai tanaman kopi dan sayuran

3. Kurangnya pengakuan dari masyarakat mengenai tata batas hutan

4. Kekurangan SDM, terutama SDM untuk menjalankan perlindungan hutan.

Dengan adanya KPH, diharapkan permasalahan-permasalahan tersebut
dapat teratasi, setidaknya beberapa permasalahan dapat teratasi melalui:

1. Penyelesaian masalah kawasan hutan yang telah terjadi dan menghindari
terjadinya masalah baru di masa depan serta meningkatkan kapasitas
pengelolaan hutan di hutan lindung.
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2. Mempermudah akses bagi penerima manfaat baik dunia usaha maupun
masyarakat atau dapat menekan terjadinya ekonomi biaya tinggi serta
terdapat landasan kuat untuk mengalokasikan manfaat hutan secara adil.

3. Menyediakan infrastruktur sosial maupun ekonomi bagi penguatan
kelembagaan lokal terutama yang mendapat akses pemanfaatan
sumberdaya hutan, peningkatan efisiensi ekonomi maupun pengembangan

nilai tambah hasil hutan.

Hal tersebut harus dilakukan dan berorientasi pada perencanaan secara
spasial/kewilayahan dengan memperhatikan situasi sosial ekonomi masyarakat
lokal serta menyatukan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
dan Pemerintah Kota Pagar Alam, sehingga pembangunan KPH menjadi solusi
strategis yang diharapkan dapat berperan karena kedudukannya pada tingkat
tapak.

Beberapa skema pelibatan masyarakat yang bisa di terapkan di Hutan
Lindung yang pelaksanaannya sudah diatur melalui peraturan Menteri adalah
Hutan Kemasyarakatn dan Hutan Desa. Selain itu dapat juga menggunakan
pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan yang mana

pelaksanaannya sama-sama diatur melalui peraturan menteri.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan vyuridis pembentukan institusi/kelembagaan KPH tercantum
dalam UU No. 41 tahun 1999 Pasal 4 yang dinyatakan semua hutan di dalam
wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Penguasaan hutan oleh Negara dimaksud memberi wewenang kepada
pemerintah untuk:

a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan,
kawasan hutan, dan hasil hutan;
b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau

kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
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C. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang
dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai
kehutanan.

d. Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat
hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Dalam UU No. 41 tahun 1999 pasal 10 juga dinyatakan bahwa

penyelenggaraan pengelolaan hutan merupakan salah satu kegiatan dari

pengurusan hutan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat sebesar-
besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat dan pada pasal

17 disebutkan wilayah pengelolaan hutan dibentuk pada tingkatan provinsi,

kabupaten dan kota, dan unit pengelolaan (KPH).

Hal ini semakin jelas dinyatakan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah

No 44 tahun 2004 bahwa pada setiap unit pengelolaan hutan dibentuk institusi

pengelola dan institusi tersebut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

hutan yang meliputi : perencanaan hutan, pengorganisasian, pelaksanaan
pengelolaan dan pengendalian dan pengawasan. Dalam pelaksanaan
pengelolaan hutan setiap unit pengelolaan hutan harus didasarkan pada
karakteristik DAS yang bersangkutan. Selain itu terdapat beberapa peraturan
perundangan yang menjadi landasan hukum secara umum atupun khusus dan
ada juga yang menjadi pedoman pelaksanaan operasional. Berdasarkan
peraturan-perundangan tersebut, dijelaskan pokok-pokok kandungan isinya
yang menjadi pilar kebijakan pembentukan dan operasional KPH. Peraturan

perundangan yang dimaksud dirangkum pada (Tabel 4.1).
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Tabel 4.1. Peraturan perundangan terkait pada pembentukan dan operasional

KPH

Landasan Umum

v

v

v

v

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota

PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Landasan Khusus

v

PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

Pedoman Operasional/Teknis

v

v

Permenhut No. P.6/Menhut-1I/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH

Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang NSPK Pengelolaan Hutan
pada KPHL dan KPHP

Permendagri No. 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja KPHL dan KPHP

Permenhut No. P.41/Menhut-II/2011 jo Permenhut No. P.54/2011
tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana pada KPHL dan KPHP
Model

Permenhut No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang
Kehutanan Pada KPHL dan KPHP

Perdirjen No. 05/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Permenhut No.39/Menhut 1I/2013, tentang Pemberdayaan masyarakat
Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan

Permenhut No.47/Menhut II/2013, tentang Pedoman, Kriteria dan
Standar Pemanfaatan Hutan Wilayah Tertentu Pada Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
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BAB V. PENYIAPAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTAN

Kelembagaan merupakan suatu sistem yang mencakup ideologi, hukum,
adat istiadat, aturan, dan kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungannya.
Kelembagaan juga merupakan inovasi manusia untuk mengatur atau mengontrol
interdependensi antar manusia terhadap sesuatu kondisi atau situasi melalui
inovasi dalam hak kepemilikan, aturan representasi atau batas yuridis. Oleh
karena itu, kelembagaan merupakan sistem organisasi dan kontrol masyarakat
terhadap penggunaan sumberdaya. Dari sudut pandang ekonomi, kelembagaan
dalam arti organisasi biasanya menggambarkan aktivitas ekonomi yang
dikoordinasikan bukan merupakan organisasi dengan mekanisme administrasi

komando.

Berdasarkan bentuknya kelembagaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu
kelembagaan formal dan informal. Kelembagaan formal adalah peraturan
tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan, perjanjian kontrak, peraturan
bidang ekonomi, bisnis, politik dan lain-lain.Kesepakatan-kesepakatan yang
berlaku baik pada level international, nasional, regional maupun local termasuk
kedalam kelembagaan formal. Adapun kelembagaan informal adalah
kelembagaan yang berada di masyarakat seperti adat istiadat, tradisi,
kesepakatan, konvensi dIl. Terkadang kelembagaan formal merupakan hasil
evolusi dari kelembagaan informal. Perubahan tersebut merupakan reaksi atas
perubahan kehidupan dari masyarakat sederhana menuju masyarakat yang lebih
kompleks. Bisa juga dikatakan sebagai tuntutan atas terjadinya perubahan

zaman dan dinamika kehidupan.

5.1. Institusi kelembagaan

Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk institusi pengelola yang

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi:
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perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, dan

pengendalian serta pengawasan.

Secara operasional organisasi KPH vyang ditetapkan diharapkan

mempunyai bentuk sebagai organisasi yang mencerminkan:

1. Sebuah organisasi yang berfungsi sebagia pengelola hutan:

a. Mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkan
nilai ekonomi dari pemanfaatan hutan dalam keseimbangan
dengan fungsi konservasi, perlindungan, dan social dari hutan

b. Mampu mengembangkan investasi dan menggerakkan lapangan
kerja

Cc. Mempunyai kompetensi menyusun perencanaan dan monitoring/
evaluasi berbasis spasial

d. Mempunyai kompetensi untuk melindungi kepentingan hutan
(termasuk kepentingan public dari hutan)

e. Mampu menjawab jangkauan dampak pengelolaan hutan yang
bersifat lokal, nasional dan sekaligus global (misal: peran hutan
dalam mitigasi perubahan iklim global /climate change); dan

f. Berbasis pada profesionalisme kehutanan.

2. Organisasi yang merupakan cerminan integrasi (kolaborasi/sinergi) dari

Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

3. Pembentukan organisasi KPH tetap menghormati keberadaan unit-unit

(izin-izin) pemanfaatan hutan yang telah ada

4. Struktur organisasi dengan rincian tugas dan fungsinya memberikan
jaminan dapat memfasilitasi terselenggaranya pengelolaan hutan
secara lestari

5. Organisasi yang memiliki kelenturan (fleksibel) untuk menyesuaikan
dengan kondisi/tipologi setempat serta perubahan lingkungan strategis
yang berpengaruh terhadap pengelolaan hutan.

6. Menjadi organisasi yang mampu menampung implementasi peran

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota sesuai
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dengan strategi pembangunan kehutanan yang ditetapkan dalam

mewujudkan pengelolan hutan yang efisien dan lestari.

5.2. Stakeholder Terkait Dalam Kelembagaan

Setelah terpahaminya kondisi fisik KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar
Alam serta data yang diperoleh dari informasi stakeholder terkait, maka potret
para pihak terkait dalam pembentukan dan operasional KPHL Unit XII Dempo
dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) lingkaran, yakni :

1. Lingkaran pertama, yang berisi para pihak yang mempunyai transaksi
langsung dengan sistem pengelolaan KPH, misalnya: pemerintah,
masyarakat di dalam dan di sekitar areal KPH dan mitra bisnis.

2. Lingkaran kedua, yang berisi para pihak yang mempunyai perhatian
intensif terhadap pengelolaan KPH, misalnya: LSM, akademisi, peneliti
dan pemerhati .

3. Lingkaran ketiga, yang berisi para pihak yang tidak langsung menerima
manfaat dan/atau dampak pengelolaan KPH, misalnya: penegak
hukum, politisi, masyarakat di daerah hilir.

Para pihak kemudian dipetakan menurut tingkatan aspirasi/kepentingan
dan kapasitas dengan rincian sebagai berikut :

1. Stakeholders lingkaran pertama meliputi:

Kementrian Kehutanan

o o

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Kehutanan Kota Pagar Alam

BPKH Wilayah II Palembang

BPDAS Sumatera Selatan

BKSDA Sumatera Selatan

Masyarakat yang berada di dalam dan sekitar KPHL Unit XII Dempo

@ ™ @ a o

antara lain masyarakat Kelurahan Curub Jare, Gunung Dempo,

Agung Lawangan, Joko, Rimo Candi, dan Kelurahan Kanci Dewa
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5.3.

h. Mitra Bisnis KPHL Unit XII Dempo
2. Stakeholders lingkaran kedua meliputi:

a. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang ada di Palembang dan
Pagar Alam

b. Peneliti khusunya bidang kehutanan dan lingkungan

Cc. LSM Konservasi, Hutan dan Lingkungan

d. Kelompok pemerhati lingkungan

3. Stakeholders lingkaran ketiga meliputi :

a. Masyarakat yang berada di daerah hilir wilayah KPHL Unit XII
Dempo meliputi Kelurahan Burung Binal, Telang Penidai, Ulu Lurah,
termasuk juga Kota Pagar Alam.

b. Politisi

c. Penegak hukum (lembaga dan perorangan)

Dalam kaitan analisis para pihak sebagaimana dimaksud di atas, hal
yang perlu mendapat perhatian adalah hal yang terkait dengan komitmen
bersama dan konflik. Selanjutnya kedua hal ini harus terkendali atau
terkelola dengan baik dan benar. Secara teoritis komitmen bersama harus
menguji nilai integratas dalam masyarakat dan teoritis konflik harus
menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat
masyarakat bersama dihadapan tekanan itu dan diakui bahwa keberadaan
merupakan komitmen bersama dan konflik yang menjadi persyaratan satu
sama lain (Ritzer dan Goodman, 2003). Oleh karenanya dalam kegiatan
KPH kedua hal ini perlu terus diarahkan, disiasati dan dikendalikan dalam
upaya pencapaian tujuan bersama yakni antara pemerintah dengan

masyarakat.

Struktur Organisasi
KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar Alam diharapkan mempunyai

struktur organisasi yang menganut 3 prinsip pokok, yaitu : Koordinasi,

Rencana Penyiapan Kelembagaan KPHL Unit Xl Dempo Kota Pagar Alam -



Babl. Penyizpan Kelembagaan FPongpetotoan tatan 56

integrasi dan sinkronisasi. Prinsip Koordinasi yaitu organisasi KPH harus
ada keterpaduan antar tujuan dan aktivitas dengan seksi-seksi yang ada
dalam Dinas kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam supaya tujuan
dari keseluruhan atau organisasi dapat tercapai. Selain itu KPH harus
mampu berkordinasi dengan para pemegang izin dan instansi-instansi
terkait yang sama-sama punya kepentingan terhadap keberadaan dan
kemajuan operasional KPH. Prinsif integrasi yaitu organisasi KPHL harus
ada pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat terutama
dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah disepakati, sedangkan
prinsip Sinkronisasi adalah adanya proses pengaturan jalannya beberapa
proses pada saat yang bersamaan sehingga jalannya organisasi terhindar

dari inkonsistensi atau deadlock.

Mengacu pada PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah dan Permendagri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah, pada BAB II, tentang
Pembentukan Kedudukan, Tugas dan Fungsi bahwa organisasi KPHP dan
KPHL adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui
Sekretaris Daerah. Namun dalam pembentukan SKPD di Kota Pagar Alam
memerlukan kesiapan waktu, SDM dan pendanaan, sedangkan keberadaan
dan kondisi hutan saat ini dengan segala permasalahannya menuntut
segera dibentuk kelembagaan KPH. Masa pra kondisi saat ini yang menjadi
pertimbangan untuk KPHL Unit XII Dempo adalah kelembagaan Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota
Pagar Alam dengan bentuk organisasi KPHL Kota Tipe B, yang merupakan

masa transisi atau persiapan menuju kesiapan terbentuknya SKPD.

Susunan organisasi KPHL Kota Tipe B sebagaimana yang tercantum
dalam UU No.61 tahun 2010 pasal 7 terdiri dari Kepala KPH, Subbagian
Tata Usaha dan Kelompok jabatan fungsional serta dibantu dengan

beberapa resort, struktur organisasi disajikan pada (Gambar 5.1). UPTD
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KPHL Unit XII Dempo dipimpin olek Kepala KPH yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kota Pagar Alam dan dalam pelaksanaan tugasnya secara
operasional berkordinasi dengan Camat dalam wilayah kerjanya, dalam hal
ini adalah Camat Dempo Selatan, Dempo Utara, Dempo Tengah, Pagar
Alam Utara, Pagar Alam selatan dan secara administrasi dikordinasikan oleh

Sekretaris daerah.

KEPALA
SUB BAGIAN
TATA USAHA
I
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
|
|
|
RESORT KPH

Gambar 5.1. Diagram Struktur Organisasi KPHL Unit XII Dempo

5.4. Eselonisasi

Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah, pada bab IV.
Kepegawaian dan Eselon bahwa kepala KPHL dan KPHP Provinsi,
Kabupaten/Kota Tipe A adalah jabatan struktural eselon IIl.a. Kepala
Subbagian Tata Usaha dan kepala seksi KPHL dan KPHP Provinsi,
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5.5.

Kabupaten/Kota tipe A, serta kepala KPHL dan KPHP Provinsi,
Kabupaten/Kota tipe B adalah jabatan strukturan eselon IV.a. Kepala
Subbagian Tata Usaha KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota tipe B
adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Oleh karena itu eselonisasi yang dapat diisi pada KPHL Unit XII
Dempo ada dua yakni eselon IV.a. untuk kepala KPH dan eselon IV.b. untuk

Kepala Subbagian Tata Usaha.

Tugas dan Fungsi Kelembagaan KPHL Unit XII Dempo

UPTD KPHL Unit XII Dempo mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas Kehutanan dalam bidang inventarisasi, pengelolaan dan
pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan serta perlindungan hutan.
Menyelenggarakan pengelolaan hutan meliputi tata hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan jangka panjang, jangka menengah dan jangka
pendek (tahunan). Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan
pengendalian pada areal yang yang tidak dibebani izin dan melakukan
monitoring, evaluasi dan pembinaan pada wilayah yang ada izin.

Volume kerja konkrit organisasi KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar
Alam, mencakup seluruh kegiatan pokok pengelolaan hutan yang terukur
dan perlu mendapat prioritas penanganan dalam rangka mewujudkan
tujuan dan sasaran KPHL terutama mengaplikasikan Planning, Organizing,
Actuating, dan Controling (POAC) pada tingkat tapak. Beban kerja konkrit
organisasi KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar Alam untuk menyelesaikan
tugas per satuan waktu adalah :

1. Melakukan penataan wilayah kelola KPHL Unit XII Dempo dengan
menggunakan data dan informasi detil yang ada di lapangan.

2. Melakukan perencanaan pengelolaan hutan berdasarkan hasil
inventarisasi dan penataan hutan termasuk menyusun rencana

pengelolaan hutan jangka panjang yang kemudian diuraikan menjadi
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rencana pengelolaan hutan jangka pendek (rencana kerja tahunan) di

tingkat wilayah KPH, termasuk rencana pengembangan organisasi KPH.

. Menyajikan data informasi yang detil bagi pemegang kewenangan
publik untuk keperluan penerbitan izin pemamfaatan hutan atau

penggunaan hutan.

Melakukan survey social secara detil melalui teknik pendekatan
partispatif, sebagai data informasi untuk pengambil kebijakan dan

dapat dijadikan dasar penyelesaian konflik.

Menyelenggarakan fungsi perlindungan dan pemanfaatan hutan pada

wilayah yang tidak ada izin pemanfaatan dan penggunaan hutan

Melaksanakan pengelolaan hutan di wilayah tertentu mulai dari
perencanaan, pengorgdanisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta
pengendalian yang dapat dikelola secara mandiri atau melalui
kemitraan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku antara lain
Permenhut No.39/Menhut II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat
setempat melalui kemitraan kehutanan dan Permenhut No.47/Menhut
I1/2013 tentang Pedoman Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan
Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Melakukan monitoring evaluasi pemanfaatan hutan meliputi pembinaan
dan pemantauan terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan serta

memberikan laporan sebagai bahan tindak lanjut pengambil kebijakan.

Melakukan monitoring evaluasi perlindungan hutan meliputi pembinaan
dan pemantauan terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan serta

memberikan laporan sebagai bahan tindak lanjut pengambil kebijakan

Melakukan monitoring evaluasi terhadap kegiatan perlindungan hutan
khususnya kegiatan reklamasi hutan pada wilayah yang ada izin

penggunaan hutan sekaligus melakukan pembinaan dan pemantauan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

serta memberikan laporan sebagai bahan tindak lanjut pengamobil

kebijakan.

Menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam melakukan perlindungan

dan pemanfaatan hutan lindung

Melakukan pengamanan kelompok hutan secara rutin di lokasi-lokasi
strategis Unit KPHL Unit XII Dempo.

Melakukan kegiatan rehabilitasi pada kelompok hutan-hutan yang kritis
yang tidak ada izin.

Membuka dan menjajaki adanya peluang kerjasama investasi
pengelolaan hutan dalam kerangka pemanfaatan hutan lindung melalui
jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)
Menjabarkan kebijakan kehutanan menjadi inovasi dan operasi
pengelolaan hutan

Melakukan penyelesaian konflik secara musyawarah dan kekeluargaan
Menegakkan hukum kehutanan termasuk perlindungan dan
pengamanan kawasan mengacu pada peraturan yang berlaku dengan
mengedepankan sikap musyawarah dan kekeluargaan

Menjadi bagian dari fungsi Measuring, Reporting & Verification (Mrv)
dalam rangka penanganan penurunan emisi karbon.

Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran untuk organisasi KPH

5.6. Tupoksi Struktural dan Fungsional KPHL Unit XII Dempo

Beban kerja secara keseluruhan yang terangkum dalam tugas dan

fungsi dari masing-masing jabatan struktural dan fungsional adalah

sebagai berikut:

1. Kepala KPH

Kepala KPHL Unit XII Dempo mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam bidang inventarisasi,

pengelolaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan serta
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perlindungan hutan, menyelenggarakan pengelolaan hutan meliputi
tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, penggunaan
kawasan hutan, reklamasi dan konservasi alam, melaksanakan
kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan serta pengawasan serta pengendalian pada areal yang
yang dibebani izin maupun yang belum dibebani izin serta
melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan

kegiatan pengelolaan hutan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut KPHP mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. Menyusun perencanaan tata hutan yang meliputi tata batas,
inventarisasi hutan, pembagian blok, pembagian petak dan
pemetaan pada areal yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan

dan atau izin penggunaan kawasan hutan;

b. penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka pendek dan jangka

panjang;

c. pelaksanaan pemanfaatan hutan dan atau penggunaan kawasan
hutan pada areal yang tidak dibebani izin sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

d. pelaksanaan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan hutan dan
konservasi alam pada areal yang belum dibebani izin pemanfaatan

dan penggunaan kawasan hutan;

e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan

dalam wilayahnya;

f. pelaksanaan  pengawasan, pembinaan dan rekomendasi
pemanfaatan dan atau penggunaan kawasan hutan pada areal
yang dibebani izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;
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g. pelaksanaan penatausahaan perkantoran lingkup UPTD;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Dalam menjalankan tugas teknisnya Kepala KPHL Unit XII
Dempo dibantu oleh beberapa staf yakni staf perencanaan, staf
perlindungan, staf pemanfaatan dan penggunaan, serta staf

pemberdayaan masyarakat dan jasa lingkungan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan
urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasubag TU mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan administrasi, penatausahaan keuangan dan
perlengkapan KPHL;

b. Perencanaan pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya
aparatur;

c. Penyelenggaraan pengelolaan admnistrasi umum, rumah tangga,
perlengkapan, hukum, organisasi tata laksana serta hubungan
masyarakat, urusan kepegawaian, pendidikan dan latihan yang
mendukung kelancaran tugas dan fungsi KPHL;

d. Pembinaan pelaksanaan tugas kelompok fungsional.

e. Pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan
laporan bulanan, triwulan, tahunan, laporan pertanggung jawaban
dan laporan akuntabilitas KPHL

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala KPHL sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Kasubag TU dibantu oleh para
staf antara lain staf keuangan, staf urusan barang dan logistik, dan staf

administrasi kepegawaian.
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3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga-tenaga
fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPH yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala KPH sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.  Kelompok jabatan fungsional

tersebut terdiri dari

a. Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan
Jabatan fungsional bidang perencanaan mempunyai tugas
mengkoordinir kegiatan perencanaan bidang kehutanan baik yang
bersifat jangka panjang, menengah, pendek ataupun yang bersifat
berkala. Kelompok jabatan fungsional bidang perencanaan memiliki
kompetensi keilmuan antara lain:

1. inventarisasi hutan yang meliputi inventarisasi tegakan hutan,
inventarisasi HHBK, inventarisasi jasa lingkungan, inventarisasi
satwa, dan inventarisasi sosek.

2. Penataan hutan meliputi pembagian blok dan petak, penataan
dan pemeliharaan batas blok.

3. Menguasai sistem pengoperasionalan GIS dan mahir
mengoperasikan GPS.

b. Jabatan Fungsional Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan
Jabatan fungsional ini mempunyai tugas manajerial lingkup
pemanfaatan hutan, hasil hutan bukan kayu baik yang dikelola
mandiri ataupun vyang dikelola oleh pemegang izin. Untuk
mendukung tugas tersebut maka jabatan fungsional bidang
pemanfaatan dan penggunaan diharapkan mempunyai kompetensi
bidang:

1. Pemanfaatan kawasan

2. Pemanfaatan jasa lingkungan

3. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)
4. Pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK)
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c. Jabatan Fungsional Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi
Jabatan fungsional ini mempunyai tugas manajerial kegiatan
rehabilitasi dan reklamasi pada wilayah yang tidak ada izin dan
wilayah yang ada izin. Pada wilayah yang tidak ada izin bertugas
untuk merencanakan, penanaman, pemeliharaan, monitoring dan
evaluasi, sedangkan pada wilayah yang ada izn yaitu melakukan
monitoring, evaluasi dan pembinaan. Jabatan bidang rehabilitasi dan
reklamasi mempunyai kompetensi bidang ;
1. Pemilihan jenis dan pengadaan bibit tanaman
2. Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi

3. Pemeliharaan dan peningkatan nilai kualitas tegakan

d. Jabatan Fungsional Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Jabatan ini mempunyai tugas manajerial kegiatan penyelamatan
kawasan hutan berdasarkan azas keseimbangan antara keseimbangan
fungsi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Jabatan bidang
perlindungan hutan dan konservasi alam mempunyai kompetensi

bidang ;

1) Pengendalian ekosistim hutan
2) Pengendalian kebakaran hutan
3) Ekologi satwa liar

4) Pemahaman masalah Keanekaragaman hayati
e. Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Jabatan ini mempunyai tugas manajerial pemberdayaan masyarakat
dan peningkatan peran serta hubungan harmonis antara masyarakat
dengan KPH untuk terciptanya optimalisasi manfaat hutan lindung
sebagai penyangga kehidupan dan sumberdaya yang dapat
dimanfaatkan bersama. Jabatan bidang pemberdayaan masyarakat

mempunyai kompetensi.
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1) Pengembangan inovasi kehutanan sosial

2) Kelembagaan masyarakat kehutanan

3) Peningkatan ekonomi berbasis sumberdaya hutan dan lahan

4) Metode komunikasi

f. Polisi Hutan

Polisi Hutan mempunyai tugas utama mengkoordinir dan

memobilisasi segala urusan yang berkaitan dengan keamanan

hutan di wilayah KPHL serta berkoordinasi dengan bidang

fungsional lainnya.

Adapun uraian tugas Polisi Hutan adalah:

a.

Membentuk organisasi pengamanan hutan yang meliputi
satuan tugas pengamanan hutan

Melibatkan masyarakat dalam melakukan pengamanan hutan
Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat
keamanan dalam menyelesaikan kasus-kasus keamanan di
wilayah kerja KPH.

Melakukan pengawasan terkait kegiatan pengamanan hutan.

g. Penyuluh

Penyuluh mempunyai jabatan fungsional, dengan tugas

utama mengkoordinir segala urusan yang berkaitan dengan

penyuluhan kehutanan di wilayah KPH dengan berkoordinasi

dengan bidang fungsional lainnya.

Adapun uraian tugas penyuluh adalah :

a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan yang berkaitan

dengan perlindungan dan pemanfaatan hutan lindung

b. Melaksanakan penyuluhan yang berkaitan dengan pengamanan

hutan dan kebakaran hutan
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c. Melakukan inisiasi dan pendampingan pembentukan kelompok
tani hutan.
d. Melakukaan pendampingan pembentukan kelembagaan

organisasi pemanfaatan hutan

4. Kepala Resort
Untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan KPH, maka
wilayah pengelolaan KPH dibagi menjadi beberapa wilayah
kelembagaan administrasi (Resort). Berdasarkan data fisik, adminsitrasi
dan aksesibilitas, KPHL Unit XII Dempo akan dibagi menjadi tiga
resort. Setiap resort masing-masing akan dibantu oleh 2 dua staf yakni
staf administrasi dan staf teknis. Pelaksanaan tugas dan fungsi resort

adalah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPH.
Uraian tugas dari Kepala Resort antara lain:

a. Melaksanakan tugas administrasi pengelolaan kawasan di

wilayahnya

b. Melaksanakan tugas pembinaan tegakan dan pembinaan
masyarakat dalam meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan

hutan.dan kelembagaan masyarakat.

c. Memepertahankan konsep kelestarian kawasan pada tingkat petak
dan blok baik dalam aspek potensi pemanfaatan, perlindungan/

konservasi dan manfaat sosial.

d. Mengeimplementasikan dan menjabarkan kegiatan operasional
sesuai dengan kebijakan Unit pengelolaan di atasnya sehingga
diperoleh sinkronisasi dan daya dukung optimal dalam pencapaian
program tersebut baik dalam kegiatan fisik, sosial, biaya, waktu

dan personalia.
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5.7. Pembiayaan
Pembiayaan untuk mendukung kegiatan KPHL Unit XII Dempo Kota
Pagar Alam, dibebankan kepada APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan
sumber lain yang syah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan.

5.8. Pola Rekruitmen Personil KPH
Ada beberapa alternatif pemenuhan kebutuhan SDM pada KPHL Unit
XII Dempo Kota Pagar Alam antara lain :
a. Penataan personil PNS yang ada di lingkup Pemerintah Kota Pagar Alam
b. Merekrut PNS yang berasal dari wilayah kabupaten/Kota lain dalam
Provinsi Sumatera Selatan.
c. PNS yang berasaldariwilayahprovinsilain.
d. PNS yang berasaldariwilayahprovinsilain dan/ataudaripusat.
e. Penerimaan pegawai baru dengan mengutamakan masyarakat local

sepanjang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 42/Menhut-II/ 2011 Tentang
Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan
Hutan Lindung, dapat dilihat pada Tabel 5.1; 5.2; 5.3.

Tabel 5.1. Persyaratan Administrasi Minimal bagi Pegawai KPHL TipeB

Kepala Sub Bagian

No Persyaratan Kepala KPH Kepala Resort KPH

Tata Usaha
1 | Pangkat dan Penata Muda Tk.I, Gol.llyb | Penaa Muda Tkl, Pengatur Tk.I, Gol.ll/d
Golongan /ruang Gol.lll/a
5 | Hasil penilaian Baik Baik Baik

kinerja (DP-3)

S-1/D-1IV Kehutanan

S-1 non kehutanan SKMA atau SMK

berlatar belakang Kehutanan
- D-1ll Kehutanan
Tingkat pendidikan pendidikan kehutanan D-Ill non
3 (SKMA/SMK - SLTA/D-llI
formal Kehutanan dengan

Kehutanan, D-IlI
Kehutanan) dengan
pengalaman di bidang
kehutanan lima tahun

pengalaman di
bidang kehutanan
dua tahun
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Tabel 5.2. Kelompok Kompetensi Jabatan Struktural dan Kepala Resort pada KPHL

Tipe B
Jabatan
Kepala Urusan
Pembinaan Kepala Kepala Sub Kepala
No KELOMPOK KOMPETENSI Urusan .
KKPH dan Bagian Tata Resort
. Pemanfaatan
Perlindungan Usaha KPH
Hutan
Hutan
1 Kemampuan berpikir \ \ \ \ \
2 | Pengelolaan tugas N v v v v
3 Pengelolaan SDM 3 3 3 3 v
4 Karakter Personal 3 3 3 3 v
5 Pengelolaan sarpras dan keuangan \ \ v
6 Pengelolaan program dan kegiatan \ \ \ \
Pengelolaan paraphak (komunikasi,
7 negosiasi konsultasi, fasilitasi, v v v v
pengelolaan konflik, dil)
8 Pengelolaan usaha/bisnis \ \ v
Penyelenggaraan tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan:
a. Inventarisasi hutan \ \ 3
b. Penataan hutan \ \ \
c. Penyusunan pengaturan hasil \ \
d. Penyusutan rencana pengelolaan
v v \
hutan
10 | Penyelenggaraan pemanfaatan hutan \
a. Pemanfaatan kawasan \ \ \
b. Pemanfaatan jasa lingkungan \ \ \
c. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu \ \ v
d. Pemungutan hasil hutan bukan kayu 3 3 v
11 Penyelenggaraan penggunaan kawasan v v v
hutan
12 Penyelenggaran rehabilitasi dan v v v v
reklamasi hutan
13 Penyeleng_garaan perlindungan hutan dan y y v v
konservasi alam
14 Pengt_elolaan informasi dan pengendalian y v v v
manajemen hutan
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Tabel 5.3. Kelompok Kompetensi Jabatan Fungsional pada KPHL

No

Kelompok Kompetensi

Perenca

naan

Pemanfaatan dan
Penggunaan

Kawasan Hutan

Pemantauan
Pemanfaatan dan
Penggunaan
Kawasan Hutan

Rehabilitasi
dan Reklamasi

Hutan

Pemantauan
Rehabilitasi
dan Reklamasi
Hutan

Perlindungan
Hutan dan
Konservasi

Alam

Pemberdayaan
Masyarakat

Tata Hutan

Inventarisasi hutan:
Inventarisasi tegakan hutan
Inventarisasi HHBK
Inventarisasi jasa lingkungan
Inventarisasi satwa
Inventarisasi sosek
Penafsiran citra satelit

Penataan hutan:

e Pembagian blok dan petak

o Penataan batas blok

o Inspeksi batas/ pemeliharaan
batas

o Pengoperasian GPS

Pemetaan:
o Pengoperasian GPS

Penyusunan Rencana
pengelolaan hutan

Pemantauan evaluasi pelaporan
pemanfaatan hutan:

* Pemanfaatan kawasan

o Pemanfaatan jasa lingkungan

o Pemanfaatan hasil hutan bukan
kayu

e Pemungutan hasil hutan bukan

kayu
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No

Kelompok Kompetensi

Perenca
naan

Pemanfaatan dan
Penggunaan
Kawasan Hutan

Pemantauan
Pemanfaatan dan
Penggunaan
Kawasan Hutan

Rehabilitasi
dan Reklamasi
Hutan

Pemantauan
Rehabilitasi
dan Reklamasi
Hutan

Perlindungan
Hutan dan
Konservasi

Alam

Pemberdayaan
Masyarakat

Pemanfaatan hutan pada

wilayah tertentu:

e Pemanfaatan kawasan

o Pemanfaatan jasa lingkungan

o Pemanfaatan hasil hutan
kayu/non kayu

e Pemungutan hasil hutan
kayu/non kayu

\/

\/

Pemantauan evaluasi pelaporan
penggunaan kawasan hutan

Pemantauan evaluasi pelaporan
rehabilitasi dan reklamasi hutan
(yang telah dibebani izin)

Pelaksana rehabilitasi hutan
(yang tidak dibebani izin)

Pemantauan evaluasi pelaporan
perlindungan dan konservasi
alam (yang telah dibebani izin)

Pelaksanaan perlindungan dan
konservasi alam (yang tidak
dibebani izin)

10

Pemberdayaan masyarakat
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BAB VI
REKOMENDASI

. Upaya pembentukan rencana kelembagaan KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar
Alam merupakan tahapan awal dalam prakondisi pembentukan organisasi Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam

. Berdasarkan berbagai pertimbangan waktu, dana dan SDM, maka kelembagaan
yang diusulkan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KPHL Unit XII Dempo
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar dengan bentuk organisasi tipe B,
sesuai Permendagri No. 61 Tahun 2010 yang memiliki susunan organisasi Kepala
KPH, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok jabatan fungsional.

. Pembentukan kelembagaan KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar Alam perlu
dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan pemerintah Kota
Pagar Alam serta instansi-instansi lain yang terkait

. Perlu adanya dukungan dari Pemerintah Kota Pagar Alam dalam bentuk
Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum bagi kelembagaan organisasi
KPHL Unit XII Dempo, Kota Pagar Alam.

. Masyarakat desa yang ada di dalam dan sekitar KPHL Unit XII Dempo, Kota
Pagar Alam perlu dilibatkan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan

pembangunan KPH.
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FPALEMBANG

.ﬁ%ﬁ] PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: (83! [Rpis [T | 7013

Tentang
) Penunjukan Tenaga Ahli (Pakar)
Penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII
Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Menimbang : a bahwa dalam rangka pengelolasn kawasan hutan di Provinsi Sumaters
Sclatan sebagaimans dizmanahkan dalam Undeng-Undang Nomor 41 Takwm
199%  dan Persturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan
Pemerintah Nomaor 3 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
P.6/Menhut-1/2009, maka perlu dibentuk unit-unit pengelolasn  hutan
berupa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);

b. bahwa dalam rangka memfasilitasi pembangunan KPH di Kota Pagar Alam
Provinsi Sumatera Selatan perlu  disusun Naskah Akademis pembentukan
Kelembagaan KPHL Unit X1 oleh pakar;

¢. bahwa penunjukan tenaga ahli (pakar) tersebut, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. ;

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

2, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Kehutanan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 junto Peraturan Pemerintsh
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tats Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan:

4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang  Pedoman
Pelaksansan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 64 tahun 2008 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan:

6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang
Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolasn Hutan:

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II2010 tentang Norma
Standart Prosedur dan Kriteria KPHP dan KPHL.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman
Urganisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah. 3

9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 76/Menhut-IL2010 tanggal 10
Pebruari 2010 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi
Sumatera Selutan,

10. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.11/VI-Set/2012
tentang Rincian Standart Kegiatan dan Biaya (SKB) Bidang Planologi 2013,

11, Surat Pengesahan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendsharsan Provinsi
Sumatera  Selatan An.  Menteri Keuangan RI  Nomor DIPA
029.06.3. 1190312013 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengesahan DIPA
Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sumber dania
APBN Tahun Anggaran 2013:

12 Rorst Tiekan  Faluline Partanian  Finiversitas Myhammadivah  Palembano



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Lad P

MENETAPKAN:

MEMUTUSEAN :

Penunjukan tepaga ahli (Pakar) untuk penyusunen Naskah Akademik
Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar
Alam Provingl Sumatera Selatan ;

Menunjuk tenaga ahli (pakar) sebagaimana tercantum dalam lampiran Sursd
Keputusan ini scbagai tcnaga shli (pakar) untuk Naskah Akademik
Kelembagaan Kesatosn Pengelolaan Hutan Lindung Unit XIT Kom Paper
Alam Provinsi Sumatera Selatan

Tenaga ahli (pakar) sebagaimana dikium pertama tersebul, mempunyad ugss

sebagai berikut :

i, Menyusun Naskah Akademis/Kgjian Kelembagsan dalam mngia
pembeniukan kelembagaan KPHL Unit XTI Kota Pagar Alam Provins
Sumalera Selatan;

b. Menghadiri rapal pembahasan dan konsultasi publik yang dilaksanakan
olch Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam ru::gtn
mengkoordinasikan dan menampung  informasi/saran  dalam
Menyusun Naskah Akademis’Kajian Kelembognan dalam ::mgka
pembeniukan kelembagaan KPHL Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi
Sumatera Selatan:

g. Membuat laporan secara terfulis hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan
kajian kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;

Kegiatan penyusunan ini dilaksanakan oleh tenage ahli {pakar) dengan sistem
lembur di Juar jam kerja, yaitu pada bulan Oktober sampai dengan November
2013 dan kepada tenaga ahli (pakar) sebagaimana dimaksud pada dikium
pertama diberikan honorarium sebagaimang tercantum pada lampiran,

Scgala biaya sebapai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada
angparan DIPA Saman Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
sumber dana APBN tahun anggaran 2013 Nomor Nomor DIPA
029.06.3.119031/2013 tanggal 5 Desember 2012.

Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditctapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekelirman dalam penelapan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinva.
Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal :4J ORdober 2013

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PRITH"]]*TSI SUMATERA SELATAN

T 8 wo
Pembina Utdma Madya/TVd
NIF. 1957 1 1BE90Y 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Gubemur Sumaters Selatan di Palembang

Diirektur Jenderal Planologi Keéhutanan Kementerian Kehutanan di fakarta
Yang bersengiuten
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Tentang : Pemumy

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit X11 Kota Pager Alam Provinsi Sumsters

Selatan

No.

Wama

Pangkat/Jsbatan

Dr. YETTY HESTIANA, M.Si.

LULU YUNINGSIH, 8.Hut; M.Si

DELFY LENSARL S.Hut, M.Si

Lektor Kepala Jurusan Kchutanan
Fakultas Pertanian Universitas
Muhammadiyah Palembang

Lektor /Dosen Jurusan Kehutanan pada
Fakultas Pertanian Universitas

Muhammadiyah Palembang

Asisten Ahlif Dosen Jurusan Kehutanan
pada Fakultas Pertanian Universitas
Mubammadiyah Palembang

KEPALA DINAS KEHUTANAN
FPROVINSI SUMATERA SELATAN

o 'I"- oy
gt

NIP, 1957 1 188903 1 003



PEMERINTAH PROFINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEHUTANAN

Jalan Kolonel H. Burkian Punti Kayu Km. 6,5 PO. BOX, 340
Telepon - (0711) 410739 - 411476 - 411479 Fax. 411479

PALEMBANG

SURAT PERINTAH KERJA
NOMOR : 522.005/4223 -1L/Hut

Dasar : DIPA Satuan Kena Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sumber dana APBN
tahun anggaran 2013 Nomor DIPA 029.06.3.119031/2013 tanggal 5 Descmber 2012

Kepala Dinas Kehuiooan Provinsi Sumatera Selatan selaku Kuasa
Satuan Kerja Dings Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013

MEMERINTAHKAN :
Kepada : L. Numa : Dr. YETTY HASTIANA, M.Si.

Pangkat / Jabatan  : Lektor Kepala / Dosen Jurusan Kehutanan pada
Fakultas Pertanian Universitas Mehammadivah

Palembang
“lamat : JL Jenderal A. Yani 13 Ulu Palembang
> Nama : LULU YUNINGSIH, §.Hut, M.Si
Panplul /Jabatan @ Lektor / Dosen Jurusan Kehutanan pada Fakulias
Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang
Alamu : JL Jenderal A. Yani 13 Ulu Palembang
3. Noma : DELFY LENSARI, 5.Hut, M.5i
Pungka: / Jabatan  :  Asisten Ahli / Dosen Jurusan Kehutanan pada Fakulias

Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang
JL Jenderal A. Yani 13 Ulu Palembang
Alamat ;

Untuk L Melahsanakan Pemyusunan Maskah Akademik Kelembagaan Kesatuan
Fenpelolaan Hutan Lindung Unit XI1 Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera
seldlan

z .-.||||_.'L.-. wakiu pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan sampai selesat
utung szjak tanggal 10 Oktober 2013,

HIE}E pekerjaan penyusunan schagaimana dimaksud pada butir (1) ditetapkan

sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dikurangi pajak dan

biaya materai yang dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Selatun pada kegiatan Pengelolaan Hutan Uindung sesuai

Dattur Istan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 Nomor DIPA

U4 06 3.119031/2013 tanggal 5 Desember 2012

. Vembavaran biaya pekerjaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada butir

tlaksanakan sckaligus setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan,

ad
'

wrrlikian Surat Perintab ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Palembang
Padatanggal : 4 Oktober 2013

KEPALA DINAS KEHUTANAN
@ PROVINSI SUMATERA SEL ATAN

o




PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEHUTANAN

Jalan Kolonel H. Burlian Punti Kayu Km. 6,5 PO. BOX. 340
Telepon - (0711) 410739 - 411476 ~ 411479 Fax. 411479

PALEMBANG

KEFUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 183/ /Rpie [T/ #0/3

Teniang
Penunjukan Tenaga Ahli (Pakar)

Penyusunan "Iuhh Akidemik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XTI

Menimbang

Mengingu

Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan
fepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

mahwa dulam rangka pengelolasn kawasan hutan di Provinsi Sumatera
Selatan sebagaimana dismanshkan dalam Undeng-Undang Nomor 4] Tahun
1999 dan Permturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
P.o/Menhwt-12009, maka perlu dibentuk unit-unit pengelolasn  hutan
berupa Kesatuan Pengclolaan Huten (KPH);

. bahwa dalam rangka memfasilitasi pembangunan KPH di Kota Pagar Alam

Provins: Sumatera Selatan perlu  disusun Naskah Akademis pembentukan
Kelembagaan KPHL Unit X11 oleh pakar;

bahwa penunjukan tenaga ahli (pakar) tersebut, periu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Sclatan.

. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Peraturan  Pemerintzh Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaun
Kehutanan:

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 junto Peraturan Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencans
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan:

- Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang  Pedoman

P'elaksansan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Perutuan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 64 tahun 2008 tentang Uraian

Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II2009  tentang
Pembentukan Wilayah Kesatuan Peagelolaan Hutan;

. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-1I2010 tentang Norma

Stendart Prosedur dan Kriteria KPHP dan KPHL.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah.

h.n_ﬂﬂiu.sa.n Menteri Kehutanan Nomor SK '?Ea'l'u{ﬂnhul—]lﬂﬂl{l tanggal 10
Pebruard 2010 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi
Suniatera Selatan,

- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Eehutanan Nomor : P.1 1/VII-S2t/2012

tentang Rincian Standart Kegiatan dan Biaya (SKB) Bidang Planologi 2013,

- ourat Pengesahan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi

Sumatera  Selatan A, Memteri Kevangan RI  Nomor DIPA
129063, 1190312013 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengesshan DIPA
sitian Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumaters Selatan sumber dana

VN Tahun Anggaran 2013;
7 Niekon Fakmitaz Pertenian | nivergitne Muhammadivah  Dalesmbanc




MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: Penunjukan tenags shli (Pakar) untuk penyusunan Naskash Akademik
Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit X1l Kota Pagar
Alam Provinsi Sumatera Selatan

PERTAMA : Menunjuk ienaga ahli (pakar) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat
Keputusen ini sebagai tenaga shli (pakar) untuk Naskah Akademik
Kelembagnan Kesstuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar
Alam Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA » lenags abh (pakar) sebagaimana diktum pertama tersebut, mempunyai tugas
sebagai berikut ;

2. Menyusun Naskah = Akademis/Kajian Kelembagaan dalam
pembentukan kelembagaan KPHL Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi
Sumatera Selatan:

b. Menghadiri rapat pembehasan dan konsultasi publik yang dilaksanakan
oleh Dinas Kehutanan Provingi Sumatera Selatan dalam rangka
mengkoordingsikan dan menampung informasi/saran dalam rangka
Menyusun Naskah Akademis/Kajian Kelembagaan dalam rangka
pembentukan kelembagaan KPHL Unit XIT Kota Pagar Alam Provinsi
Sumntera Selatan;

¢. Membuat laporan secara tertulis hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan
kajian kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;

KETIGA - Kegiatan penyusunan ini dilaksanakan cleh tenaga ahli {pakar) dengan sistem
lembur di Juar jam kerja, yaitu pada bulan Oktober sampai dengan November
2013 don kepada tenaga ahli (pakar) sebagaimana dimaksud pada diktum
pertama diberikan honorarium sebagaimana tereantum pada lampiran.

KEEMPAT + Segala biaya scbagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada
anggaran DIPA Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
sumber dana APBN fahun anggaran 2013 Nomor Nomor DIPA
029.063.119031/2013 tanggal 5 Desember 2012,

KELIMA :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Palemban
Pada tanggal g0 Okdober 2013

KEPALA DINAS KEHUTANAN
- PROVINSI SUMATERA SELATAN
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Sulinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. ;

I, Cubemur Sumatera Selatan di Palembang
2. Dlrenia fepderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan di Jakarta
X ¥ang bersanshasen




Lampiran [, Keputusan Kepalo inas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : /@2 hpis _"f'&rﬂﬁ
Tanggal : } /M q -
Tentang

?maun?u’%a? La ahli (Pakar) Penyusunan Naskah Akademik Kelembegaan

Kesstuan P'E:l':'_l. llaan Hutan Lilldl.'ll:lg Unit XIT Koia Pﬂga'.l' Alam Provinsi Sumatera

Selatan

\Lma

Pangkat/Jabatan

Dr, YETTY HESTIANA, M.SI.

LULU YUNINGSIH, 8. Hut, M.Si

DELFY LISHARL 8.0 ut, MLSi

Lektor Kepala Jurusan Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas
Muhammadiyah Palembang

Lektor /Dosen Jurusan Kehutanan pada
Fakultas Pertanian Universitas
Muhammadiyah Palembang

Asisten Ahli/ Dosen Jurusan Kehutanan
pada Fakultas Pertanian Universitas
Muhammadiyah Palembang
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s TEE PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA SELATAN

SMRTE SELATAN DINAS KEHUTANAN
-. @ﬂ; ‘alan Kolonel H. Burlian Punti Kayu km. 8,5 Po. Box 340
A Telpon :410739, 411476, 411479 Fax 411479
"‘;‘f/ Palembang
SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 522.095/4320 .]1/Hut
Tanggal : § Oktober 2013

FENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK KELEMBAGAAN
KPHL UNIT XI1 KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

" TAHIN ANGGARAN 2013

Antara

DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dengan

| Dr. YETTY HASTIANA, M.Si.

|.eltor Kepala [ Dosen Jurusan Kehutanan pada
Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah
Fulembang

' LULU YUNINGSIH, 5.Hut, M.Si

Dosen Jurusan Kehutanan pada Fakulias Perianian
Universitas Mubammadiyah Palembang

5. DELFY LENSARIL, 8. Hut, M.Si

Dozen Juresan Kehutanan pada Fakultas Pertanian
U niversitas Mubammadiyah Palembang

Kegiatan Penyiapah Kelembagasn Kesatuan Pengelolaan Hutan
Dingas Kehutanan Provinsi Sumatera Sclatan
Tahun 2013



1. Nama . DELFY LENSARL S.Hut, M.Si

Pangkat / Jabotan : Asisten Ahli / Dosen Jurasan Kehutanan pada Fakultas
Pertanian Universitas Mubhammadiyah Palembang
Alamat : JI. Jenderal A. Yani 13 Ulu Palembang
Berdasarken surat Dol o0 Fakuliasg Pertanian Universitas Muhammadivah Palembang dalam

Surat Perjanjian Xero ini sebagai tenaga ahli (pakar) yang selanjuitnya discbut PIHAK
KEDUA.

Bahwa berdasari. v

1. DIPA Saton soona Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sumber dana APBN tahun

anggaran 20| - Somor DIPA 029.06.3.119031/2013 tanggal 5 Desember 2012

Sural Kepoo Dinas Kehptansn Provinsi Sumatera Selatan Nomor 522.005/41 77-11Hut

tanggal 31 scpiember 2013 tentang Baptuan tenaga shli (pakar)

3. Surat Deaon Fakulws' Pertanian  Universitas Mubammadivah Palembang Nomor
TASTER/C 2013 tanggal 7 Oktober 2013 hal Tenaga Ahli (Pakar).

I

Dengan ini ookt untuk membuat Surat Perjanjian Kerja vang mengikat kedua belah pihak
sesuai dengan Letentunn vang tereantum dalam pazal-pasal tersebut di bawah ini

Pasal 1
TUGAS DAN PEEKERIAAN

PIHAL PERTAMA dalam kedudukan scbagai tersebut diatas memberikan tugas kepada
PIHAR REDUA dan PIHAK KEDUA meperima dan menvanggupi untuk melaksanakan
Penyusunan Nasksh \kademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit X1I
Kota Magar Alem Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013,

Pasal 2
RINCIAN PEKERJAAN
Yenvusunan MNaskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Huten Lindung Unit X11
Mo Pager Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, sebagaimana pada pasal 1, harus

woual dengan Term of Reference Penyusunan Naskah Akademik Kelembagasn Kesatvan
engelolain Huwe Lindung Unit X1 Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selaton  yang
nenjad! lunpiun Surat Perjanjian Keja  ini dan merupakan satu kesstuan vang tidak
lerpisghko
Pasal 3
Honorarium

(1 T—Tnm:-'anmr MNaskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelnlun Hutan Lindung Unit
Aot Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 sebesar Rp. 215.000,-/SB0O)J
sebudvuh-hunyaknya 200 SBOJ sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan yeng

btk

{21 Honorariom cersebut diatas, seluruhnya dibebankan pada DIPA Satuan Kega Dinas
Rehwianan Provinsi Sumatera Selatan, Kegiatan Penyiapan Kelembagnan  Kesatuan
Penpelolaan Hutan Tehun Anggaren 2013 Nomeor DIPA 029.06.3.119031/2013 tanggal 5



Pasal 4
WNGEA WAKTU PELAKSANAAN
(1) PIHAK KEDUA © chewajiban untuk melaksanskan dan menyelesaikan serta
menyershkan hoasil olerjasn sebagaimana tersebut peds Pasal 1 kepada PIHAK
PERTAMA denvin ks wakiu pelaksanaan sclambat-lambatnya 90 (sembilan puluh )
hari kalender sejul. Surut Perjanjian Kerja ditandatangani.

{2y Waktu penyerabue Jdapat diperpanjang apabila sada permintaan tertulis dari PIHAK
KEDUA kepady PIHAK PERTAMA dan permintasn tersebut dapat disetujui selama
menggunakan ocan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, termasuk
diantaranya siolal Forge Majeur,

{3) Penyelesaion lusil pekerjsan akan dituangkan dalam berita scara serah lerima yang
ditandatanzon oleh keduabelah pihalk,

i Pasal 5
CARA PEMBAYARAN
Cara pembavoran honorarium  scbagaimana ferscbut Pasal 3 dilaksanskan oleh PIHAK

PERTAM A wepada PIHAK KEDUA , dengan ketentuan sebagai-bertkut ;
(1) Pembaiaron gepern akan dilaksanakan, sételah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil
peker i sebapoiana dimaksod pada Pasal 1 diatas kepada PIHAK PERTAMA,

(2) Pujub-pujak yanp timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja ini ekan menjadi
bebon PIHAK KEDUA.

Pasal &
KEADAAN MEMAKSA

(11 Apabila dolan vkt melaksanakan pekerjaan tegadi sesuatu yang dapat dianggap sebagai
i ore ME.- ¢ weungga dapat menimbulkan kerugian bagi PIHAK KEDUA maka PIHAK

wEDUA  harus sepera melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA sclambat-
lambatnya 1 (satn) hari setelah terjadi Force Majeur.

) Yang termasuk “keadaan memaksa” adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikui :

& Foeocans Alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lain-lain),

b, occionga pemberontakanhuni-hara)

= b

e Pemupgekon Umam

£ Kejadian sebagaimana huruf a. sampai huruf e. dinyatakan resmi uleh Pemerintah
sechagsi Foree Majeur.

(3 i * keadaan memaksa® PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada
PEETANMA selaku pemberi tugas secara tertulis selambat-lambatnyva dalam waktg

.\ han scjak mjﬂdinva Foree Majeur.
= peitverianuan PIHAK KEDUA, maka PITHAK PERTAMA akan menyetupn atao
menoiak ‘secara terulis dalam jangks waki 2 x 24 jam sejak adanya pemberitshuan




(5) Jika dalam jangka wakiu @« 24 jam sejak pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA tentang L oaan memaksa” tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan
Jjawabannya maka P11 . P"ERTAMA dianggap menyeiujui adanya * keadaan momakes”
tersebut.

(6) Jika PIHAK KEDL © cisk mungkin menyelesalkan pekerjaannys karena adanva Force
Majeur, maka PIH.A10 PERTAMA akan memperhitungkan kewajibannys menyelesailan
pekerjaan sebagoiiiun kontrak pelakssnaan pekegaan dan PIHAK KEDUA waiib
menyerahkan hasi! pclerjaan yang telah diselesaikan sampai saat Force Majeur tersebut.
Pembayaran sisa peloorjaan didassrkan pada Berita Acara Pemeriksaan,

Pasal 7
PEMBATALAN/PEMUTUSAN SURAT PERJANIIAN

(1) PIHAK FERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian
Kega ini apubila PIHAK KEDUA cidera janji dan atay tidak memenuhi kewajiban dan
tanggung jowuboya sebogaimans distur dalam kontrak ini.

(2) PIHAK ELLUUA menyerahkan atau melimpahkan tugas pekerjaan terscbut kepada PIHAK
LAIN tunps persetujuan PIHAK PERTAMA.

(3) Dengun membatalker memutuskan Surat Perjanjian Kerja ini, maka semua pekerjaan yang
telah sl vang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
DENDA DAN GANTI RUGE

(1) Dreniu odalah sanksi finansial yang dikenakan kepada PTHAK KEDUA sedangkan ganti
rug: cocnlah sanko fnansial yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA, karena terjadinya
widers janji yany tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja,

(&) Besumya dende kepada PIHAK KEDUA  atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan
adaiah L1000 (sann ner ﬂ-ﬂ"l.h‘l.l} P hari dari nilei kontrak.

(%) Hesarnya gant rupe yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA atas keterlambatan
pombayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihon yang terlambar dibeyar,
cerdagarkan tingkat suku bunga vang berlaku pada saat it menurut keterangan Bank
ndonesi oy dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak,

Pasal 9
PERSELISIHAN

') Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua
betah pituk menvelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah, mediasi,
i veee, atan melalyi pengedilan yang disepakati kedus belah pihak waitu
= ‘cri Palembang.

(2) = o diketuarkan akibar terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (1) di atas,
pura pithak. °




(3) Proses penyelesaian <o imana tersebut pada ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan oleh

(1)

(2)

13)

(L)

(2)

PIHAK KEDUA wi  menunda pelaksanasnm pekeraan sesuai jadwal yang telah
ditetapkan,
Pasal 10
LAIN-LATN
Kontrak disusun wat terdiri dari beberapa dokumen, merupakan satu kesatuan bagian

yang tidak terpisiluoon dan selanjutnya disebut dokumen kontrak.

Apabila terjnd [orientangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen
perjanjian/konial. maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama menurat urutan
tersebut.

Hal-hal yang (.l hubungannya dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dan belum
cukup diatur dulsm passl-pasal Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini akan ditentukan lebth
lanjut olell kodua belah pihak secars musyawarzh dan mufakat dalam Surst Perjanjian
Tambahan' A cdcendum dan merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pagal 11
PENUTUP

Surat Periumjian il dioystakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku
sejuk tunepal ditund: tangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini.
Sural Perjanjian Fea (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) ataw sesuai kebutuhan,
2 (ddug| rangkep dontarsnya dibubuhi materal Rp 6.000,00 (Enam ribu rupish) untuk
e -masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama,

Mhemiil i Sural Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani olch kedua belah pihak, untuk

dipergunakan sebagasnana mﬂﬁhﬂ}'ﬂ
Palembang, tanggal tersebut diatas
Piluak kedhua, Pihak Pertama,

BURPARPAUNG, M.Si

stars

1Py L ENSARIL, S.Hut, MLSi
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